TINJAUAN HUKUM TERHADAP LEMBANG SEBAGAI DESA ADAT        DI TANA TORAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014              TENTANG DESA DAN PELAKSANAANNYA by -, REPRISAL MODY
SKRIPSI 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP LEMBANG SEBAGAI DESA ADAT 
       DI TANA TORAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014  
           TENTANG DESA DAN PELAKSANAANNYA  
 
 
 
 
 
 
OLEH 
REPRISAL MODY 
B 121 12 160 
 
 
 
PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016
i 
 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP LEMBANG SEBAGAI DESA ADAT 
DI TANA TORAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA DAN PELAKSANAANNYA 
 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada 
Program Studi Hukum Administrasi Negara 
 
 
 
disusun dan diajukan oleh 
REPRISAL MODY 
B 121 12 160 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
ii 
 
 
 
 
  
iii 
 
  
iv 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Diterangkan bahwa skripsi dari Mahasiswa : 
Nama   : Reprisal Mody 
NIM   : B121 12 160 
Prodi   : Hukum Administrasi Negara 
Judul    : Tinjauan Hukum Terhadap Lembang Sebagai Desa Adat 
Di Tana Toraja Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 
2014 Tentang Desa dan Pelaksanaannya 
Telah Diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
Makassar, 1 Juli 2016 
 
Pembimbing I                  Pembimbing II 
Prof. Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H. 
NIP. 19610828 198703 1 003 
      Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. 
      NIP. 19641123 199002 2 001 
 
 
 
v 
 
 
ABSTRAK 
Reprisal Mody (B 121 12 160), dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap 
Lembang Sebagai Desa Adat Di Tana Toraja Menurut Undang-Undang No. 
6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pelaksanaannya”. Dibimbing oleh A. 
Pangerang Moenta selaku pembimbing I dan Sri Susyanti Nur selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implikasi 
yuridis keberlakuan UU desa terhadap kedudukan Lembang sebagai desa adat 
di Tana Toraja. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja. Objek penelitian yaitu 
Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek, Lembang Lea Kecamatan 
Makale dan Lembang Limbong Sangpolo Kecamatan Kurra. Penelitian ini 
dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber terkait. 
Lembang merupakan desa adat Tana Toraja. Perbandingan 
pemerintahan Lembang dengan Desa menurut UU desa yaitu Kepala Lembang 
memiliki kewenangan untuk mempertahankan serta melindungi adat istiadat 
yang ada dan memberikan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar norma 
adat. Implikasi yuridis keberlakuan UU Desa, Indonesia terbagi dalam dua 
tingkatan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka dari itu 
Desa berkedudukan dibawah Pemerintahan Kabupaten/Kota, namun Lembang 
sebagai Desa Adat diberi kewenangan untuk mengurus urusan desanya sendiri 
sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat, sepanjang sesuai dengan 
perkembangan masyarakat serta tetap berada pada prinsip NKRI. 
 Kata Kunci : Tinjauan Hukum, UU Desa, Lembang.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara yang merupakan suatu kesatuan dari 
unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan yang 
berdaulat. Rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, 
golongan, kebudayaan, serta agama, sedangkan wilayahnya terdiri atas ribuan 
pulau.1 Negara Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan Negara 
Indonesia dengan Negara lainnya yang ada di dunia. 
 Ciri khas tersebut yaitu nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan, serta nilai 
religius. Nilai-nilai inilah yang hidup ditengah masyarakat dan menjadi 
kepribadian bangsa sehingga Negara Indonesia dapat dikatakan memiliki ciri 
khas yang membedakan dari Negara lainnya. Maka dari itu sangat penting 
untuk menjaga dan mempertahankan ciri khas Negara Indonesia tersebut di era 
perkembangan hukum modern saat ini. 
Dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU 
Desa) yang memiliki yuridiksi  diseluruh Indonesia dan akan berlaku secara 
efektif jika telah ada peraturan pelaksanaannya, paling lambat dua tahun sejak 
berlaku formal yakni pada 15 Januari 2016. Dalam Bab I Ketentuan Umum 
Pasal 1 angka 1, didefinisikan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau 
                                                          
1 Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma: Yogyakarta, 2004, hlm. 124. 
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yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Hal ini 
berarti bahwa secara terminologi desa terdiri dari 2 (dua), yakni desa dan desa 
adat. 
Secara umum, adat dapat diartikan sebagai peraturan yang berlaku pada 
suatu kelompok masyarakat tertentu atau bisa juga berlaku pada beberapa 
banyak kelompok yang bersumber dari satu keturunan yang sama dan mereka 
terpisah-pisah oleh pemukiman yang terpencar di berbagai lokasi perladangan, 
karena satu sama lain saling mengejar lahan yang subur untuk tempat 
berusaha dan bertahan hidup hingga turun-temurun. 
Desa adat merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat 
lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan 
oleh pemimpin dan masyarakat desa adat untuk mengembangkan 
kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal-
usul yang lebih dominan sebagai komunitas asli di tengah masyarakat. Desa 
adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis 
mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar 
teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
desa berdasarkan hak asal-usul. 
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UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa)  sudah mengatur desa 
sesuai dengan UUD 1945 dengan menempatkan desa berkedudukan di wilayah 
Kabupaten/Kota, yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (UU Desa)  antara lain:2 
(1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada 
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI; 
 (2) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 
dan 
 (3) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan; 
Salah satu kemajuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) 
yakni menganut asas rekognisi yakni pengakuan terhadap hak asal-usul. Asas 
ini berbeda dengan asas otonomi daerah (dekonsentrasi, desentralisasi dan 
tugas pembantuan). Kalau asas desentralisasi di dasarkan pada prinsip 
penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom, maka asas 
rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap 
kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (otonomi 
komunitas). 
 Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa)  
mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat 
                                                          
2 lihat pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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dan ditetapkan menjadi desa adat. Penetapan desa adat dapat dilakukan 
apabila memenuhi persyaratan:  
1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara 
nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang 
bersifat fungsional.  
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang 
sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang 
masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu 
atau gabungan unsur adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan 
bersama dalam kelompok, adanya pranata pemerintahan adat, memiliki harta 
kekayaan dan/atau benda adat serta perangkat norma hukum adat. Kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan  
perkembangan masyarakat apabila:  
1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku 
baik Undang-Undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral. 
2. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga 
kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih 
luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 
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Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 
sesuai dengan prinsip NKRI apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut 
tidak mengganggu keberadaan NKRI sebagai sebuah kesatuan politik dan 
kesatuan hukum yang tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI, dan 
substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Secara umum di Indonesia, desa dan desa adat (atau yang disebut 
dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat). Dalam hal ini kesatuan 
masyarakat hukum adat tidak harus menggunakan nama desa, tetapi dapat 
melakukan revitalisasi nama dan identitas asli yang mereka warisi dari nenek 
moyang. Ruang inilah yang mendorong gerakan kembali ke asal-usul di 
berbagai tempat. Adanya persepsi yang keliru dari pemerintah orde baru 
tentang adat dan hukum adat sebelumnya sangat merugikan perkembangan 
pemerintahan masyarakat adat dan hukum adat.  
Pemerintah Orde Baru memiliki asumsi bahwa desa lama yaitu desa 
yang diatur berdasarkan tradisi yang berintikan adat dan hukum adat akan sulit 
menjalankan pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintahan adat yang 
beraneka ragam juga dinilai oleh pemerintah sebagai hambatan dalam 
pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dan diatur secara nasional. 
Berdasarkan asumsi tersebut pemerintah Orde Baru menetapkan desa di 
seluruh Indonesia perlu diperbaharui dan diseragamkan.  
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Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang dalam beberapa pasalnya mengakomodir tentang 
pengakuan hukum-hukum adat serta institusi-institusinya dalam pemerintahan 
desa, telah memberikan peluang kepada masyarakat di Tana Toraja dalam 
menuntut untuk nama desa dikembalikan lagi menjadi Lembang dan desa-desa 
yang berasal dari satu lembang dipersatukan kembali. Karena wilayah adat 
yang dipecah-pecah menjadi desa-desa, sangat banyak mempengaruhi tatanan 
budaya adat di masyarakat.  
Selanjutnya Kabupaten Tana Toraja telah melakukan revitalisasi nama 
desa menjadi lembang sesuai dengan identitas asli yang mereka warisi, hal ini 
tertuang dalam Perda Kabupaten Tana Toraja No. 2 Tahun 2001 Tentang 
Pemerintah Lembang pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa:3 
Istilah Desa yang digunakan  selama ini yang didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diganti dan 
dirubah menjadi Lembang, dan istilah Dusun diganti menjadi Kampong. 
 
Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang tidak lepas 
dengan nilai kebudayaan dalam masyarakatnya. Masyarakat menjunjung tinggi 
nilai-nilai adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam kehidupannya 
sehari hari. Dengan kembalinya pemerintah lembang maka masyarakat diberi 
kesempatan untuk mengembangkan kembali nilai-nilai budaya yang terkandung 
di dalam lembang sebagai desa adat di Tana Toraja. Aspek hukum, politik, 
                                                          
3 Perda Kabupaten Tana Toraja No. 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Lembang Pasal 2 ayat 
(1) 
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sosial politik, dan sosial budaya akan tumbuh kembali.  Karena dalam sistem 
pemerintah lembang diakomodasikan nilai-nilai tersebut.  
Dalam perkembangannya, setelah terbentuknya Negara Republik 
Indonesia, urusan desa menjadi bertambah, antara lain dengan masuknya 
urusan-urusan yang timbul karena adanya pemerintahan negara sebagai 
kekuasaan supra desa. Dalam hal ini Pemerintah, baik secara langsung dan 
dengan tugas pembantuan ataupun melalui pemerintah daerah dengan 
desentralisasi otonomi, memerlukan bantuan dari desa untuk 
menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat 
“akar rumput” (grass roots). Deskripsi di atas disimpulkan secara umum dari 
kondisi serta pengaturan yang pernah ada sejak masa sebelum datangnya 
kekuasaan penjajahan kolonial hingga saat ini.  
Berbagai periode kekuasaan dan pengaturan telah dilalui oleh desa 
dalam perjalanan yang sangat panjang. Dalam hal pengaturan, disamping 
tumbuh dan berkembangnya adat istiadat serta prakarsa masyarakatnya, 
berbagai kepentingan politik penguasa di tingkat supra desa telah pula ikut 
mewarnai pengelolaan desa dan masyarakatnya. 
Hukum modern merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat 
Indonesia dan berasal dari Eropa. Sedangkan di Eropa  hukum modern juga 
merupakan norma hukum baru yang terbentuk untuk merespon terhadap 
hukum masyarakat yang berlaku sebelumnya, di Indonesia disebut dengan 
hukum adat. Hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat, dengan sistem 
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pemerintahan karena memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengintegrasikan 
dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai idealisme hukum. Dalam 
penelitian ini membahas mengenai eksistensi dari hukum adat dalam sistem 
pemerintahan yang paling bawah dan paling dekat pada rakyat yaitu dalam 
pemerintahan desa. 
Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang 
mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan 
mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut 
dengan self-governing community. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat 
hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Pada umumnya desa 
mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan 
hirarki - struktural dengan struktur yang lebih tinggi.4  
Di Eropa sebelum era hukum dan lahirnya negara modern, kehidupan di 
Eropa yang saat itu berbasis pertanian berlangsung dalam komunitas kecil, 
terbatas dan otonom. Tetapi kemudian karena pengaruh perkembangan sosial 
ekonomi yang didukung industrialisasi menjadikan komunitas saat itu 
dirasakannya sebagai sesuatu keterbatasan yang ketinggalan zaman dan tidak 
memadai lagi. Sehingga dengan tujuan produktivitas, secara ekonomi, sosial, 
politik dicarikan solusi. Sebagai solusinya maka sekitar abad XVIII membentuk 
                                                          
4 Desa-desa di Jawa sebenarnya juga menyerupai “republik kecil”, dimana pemerintahan desa 
dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. Trias politika yang diterapkan dalam negara-
bangsa modern juga diterapkan secara tradisional dalam pemerintahan desa. Desa-desa di 
Jawa, mengenal Lurah (Kepala Desa) beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat 
Desa (Rembug Desa) sebagai badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta 
Dewan Morokaki sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang 
memainkan peran sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif. 
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komunitas dan tatanan baru yang disebut “negara modern‟ yang mempunyai 
struktur, argumen, prosedur serta bentuk yang berbeda. 
Menurut Satjipto Rahardjo:5 
Negara modern ini muncul dengan menghisap otonomi-otonomi yang 
semula ada pada komunitas lokal ke dalam kekuasaan kenegaraan. 
Kelengkapan konsep disiapkan untuk melegitimasi kontraksi besar 
tersebut seperti kedaulatan Negara. Dari segi yuridis, hukum modern 
melampaui pengkotakan sempit dan memperlakukan warga dalam 
teritori sebagai subjek hukum. Dengan demikian, maka asas penting 
 dari hukum modern adalah tidak adanya diskriminatif yang didasarkan 
 primordialitas”.5 
 
Indonesia memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, dengan melihat 
semboyan tersebut Negara dengan tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia menjunjung tinggi seperangkat nilai masyarakat kewargaan 
(Civil Society) yang dikenal dengan istilah Masyarakat Madani.  
Dengan keadaan seperti ini menghadapkan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada masyarakat Indonesia yang pluralis, sehingga hukumnya pun  
dalam konteks pluralisme hukum. Dengan demikian pembinaan hukum di 
Indonesia dihadapkan pada dua macam permasalahan yang dirasa perlu untuk 
diperhatikan. Pertama, adalah dalam kaitannya dengan global,  hukum di 
Indonesia diharapkan mampu membawa Indonesia berhadapan dengan 
masyarakat dunia dan agar mampu berkomunikasi melalui hukum bangsa lain. 
Karenanya hukum Indonesia harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu 
                                                          
5Diakses http://www.scribd.com/doc/15235295/200709NaskahAkademikPemerintahanDesa 
pada tanggal 12 Februari 2016, pukul 20.31 WITA 
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untuk masuk dalam interaksi hukum dunia. Contohnya dengan restrukturisasi 
dalam bidang hukum bisnis. 
Kedua, adalah dalam kaitannya dengan domestik, Indonesia dihadapkan 
pada kenyataan pluralisme hukum yang harus dijadikan sebagai hak dan 
kekayaan. Sehingga unsur-unsur hukum lokal harus dipelihara. Termasuk juga 
eksistensi hukum adat dalam sistem pemerintahan. Perhatian hukum Indonesia 
terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung 
dalam peraturan perundang-undangan. 
 Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas 
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 
khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, Negara juga mengakui dan 
menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat tersebut. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum 
adat telah diatur di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, menyatakan: 
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“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. 
Adapun ketentuan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Identitas 
budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban”. Pengakuan dan penghormatan 
terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 B ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) tersebut bahkan disadari pula oleh 
para pendiri bangsa pada saat perumusan UUD 1945. Kesadaran para pendiri 
negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu terkristalisasi dalam 
Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa: 
“Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, 
dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa”. 
Selanjutnya dalam penjelasan II pasal tersebut, dinyatakan bahwa: 
“dalam territoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 
zelfbesturendelandschappen, dan volksgemeenschappen seperti daerah 
istimewa di berberapa Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, 
dusun dan Marga di Palembang, dsb. Daerah-daerah itu mempunyai 
susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang 
bersifat istimewa”.  
Penjelasan lanjutan dari pasal tersebut menyatakan: 
“Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah 
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah 
itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut”. 
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Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum 
adat berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaannya sebagai 
kelompok masyarakat dengan sekumpulan hak yang bersifat asal-usul 
termasuk didalamnya adalah hak atas tanah dan sumber daya alam termasuk 
hutan dan juga pengakuan dan penghormatan terhadap kemampuan 
masyarakat hukum adat itu dalam mengatur hubungan sosial dan serta 
kemampuan dalam mengatur tata kelola tanah dan sumber daya alam 
termasuk hutan itu sendiri. 
Secara konstitusional, meskipun secara eksplisit istilah desa hilang 
dalam UUD 1945 amandemen ke-2, tetapi klausul “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berarti 
mengharuskan Negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat, yang didalamnya mencakup Desa, nagari, mukim, 
huta, sosor, kampong, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang dan 
seterusnya. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pengakuan 
itu dan secara nasional penyebutan Desa (atau dengan nama lainnya). 
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Pengakuan diberikan kepada eksistensi Desa (atau nama lain) beserta hak-hak 
tradisionalnya.6 
Untuk itu kemudian penulis tertarik membahas lebih jauh mengenai 
masyarakat hukum adat di Tana Toraja dalam konteks setelah lahirnya UU 
Desa. Sebab UU Desa dikatakan sebagai salah satu peraturan yang diterbitkan 
pemerintah dalam rangka menjaga eksistensi masyarakat hukum adat. 
Harapan tersebut diwujudkan dengan membentuk masyarakat hukum adat 
menjadi suatu desa adat. 
 Namun pembentukan tersebut dipersyaratkan, sehingga ada 
kemungkinan masyarakat hukum adat yang tidak memenuhi syarat tersebut 
tidak dapat dibentuk sebagai desa adat. Hal itu juga tercerminkan di Tana 
Toraja, mengenai lembang sebagai desa adat di Tana Toraja karena terdapat 
desa-desa yang tidak memenuhi syarat menjadi lembang sebagai desa adat di 
Tana Toraja. 
 Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang patut dikaji, sebab syarat-
syarat tersebut berpotensi menghambat perkembangan masyarakat hukum 
adat. pemahaman eksistensi hukum adat dalam pemerintahan desa pasca 
diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) disebabkan 
munculnya keinginan untuk menempatkan tatanan hukum adat pada posisi 
yang tepat dalam sistem hukum nasional, ditengah perkembangan hukum 
                                                          
6 H. Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan 
Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, Alumni: Bandung, 2010, hlm. 43-44 
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modern saat ini yang tidak dapat dihindari perkembangannya. Pemikiran 
tersebut berbanding lurus dengan paradigm civil society yang dalam hal hukum 
dan pemerintahan mengutamakan asas demokrasi, hak asasi manusia, dan 
tidak adanya diskriminasi, serta memperhatikan kearifan lokal. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan 
dalam penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana perbandingan Lembang di Tana Toraja dengan pemerintahan 
desa menurut Undang-Undang desa (pemilihan kepala desa, 
wewenangnya, dan peraturan desanya)? 
2. Apa implikasi yuridis keberlakuan Undang-Undang desa terhadap 
kedudukan lembang sebagai desa adat ? 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan 
yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, 
dibandingkan, dan/atau dikorelasikan dalam penelitian tersebut.7 Berdasarkan 
pokok permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan tujuan penelitian 
sebagai berikut: 
                                                          
7 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers: Jakarta, 2007, hlm. 31 
15 
 
1. Untuk mengetahui perbandingan lembang di Tana Toraja dengan 
pemerintahan desa menurut Undang-Undang desa (pemilihan kepala desa, 
wewenangnya, dan peraturan desanya) 
2. Untuk mengetahui  implikasi yuridis keberlakuan Undang-Undang desa 
terhadap kedudukan lembang sebagai desa adat. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
1. Sebagai masukan bagi akademisi maupun praktisi bidang hukum dalam 
menegakkan hukum di Negara Republik Indonesia. 
2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terkait perlindungan masyarakat hukum 
adat. 
3. Menambah wawasan hukum penulis khususnya mengenai hak-hak 
masyarakat hukum adat. 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Sejarah Perkembangan Pengaturan Desa 
1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda 
Masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan masa dimana terjadinya 
politik pemanfaatan secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan yang 
dilakukan pemerintah Hindia Belanda kepada desa. Sejatinya desa adalah 
negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum, desa memiliki semua 
perangkat suatu negara, seperti wilayah, warga, aturan dan pemerintahan. 
Selain itu, pemerintahan desa memiliki alat perlengkapan desa seperti polisi 
dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan 
didalam teritori atau wilayah hukumnya.8 Maka dari sangat besar keinginan 
Pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu untuk menguasai serta mengontrol 
desa.  
Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mengontrol penduduk dan 
tanah desa dengan cara: (1) sistem wajib penyerahan hasil tanaman, (2) 
pengutan pajak tanah, (3) sistem tanam paksa. Dengan demikian sangat jelas 
tujuan dari pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu untuk menggambil 
kekayaan yang dimiliki oleh tanah desa serta masyarakat desa tersebut. 
                                                          
8 Y Zakaria, Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, 
Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, LP3S: Jakarta, 2005, hlm. 332 
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Penguasa Kolonial secara perlahan melakukan penetrasi ke dalam 
ekonomi dan politik desa dan akhirnya berhasil menemukan sumber 
penghasilan penting, yakni tanah dan tenaga kerja pedesaan (Frans Husken, 
1998). Sejarawan Onghokham (1975) dan Breman (1979, 1988) 
memperlihatkan bahwa tatanan sosial ekonomi sebagian besar desa-desa di 
Jawa sejak awal abad ke-19 telah memperlihatkan ciri-ciri konstruksi kolonial: 
yakni sejumlah peraturan dan tindakan telah dilakukan pemerintah kolonial 
untuk memutuskan hubungan vertikal yang lama antara penduduk dengan para 
pemimpin desa maupun dengan para perantaranya di tingkat supra desa.  
Raffles maupun para komisaris jenderal sesudahnya cukup mengetahui 
bahwa kepala desa dapat menjalankan peran penting dalam pemungutan pajak 
tanah. Ia mengeluarkan peraturan tentang Revenue Instruction (Instruksi 
Pendapatan) pada tanggal 11 Februari 1814, yang menegaskan bahwa kepala 
desa ditunjuk sebagai perantara pemerintah pusat untuk menjalankan 
pemungutan pajak tanah, sekaligus menjalankan kekuasaan dan kewajiban 
sebagai pegawai polisi negeri.9 Maka dari itu, Pemerintah Kolonial pada saat itu 
mengontrol kepala desa, membuat berbagai persyaratan sehingga para kepala 
desa tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah yang bersumber dari atasan.  
Kemudian kepala desa diberikan kewenangan yang cukup besar dalam 
Pemerintahan Kolonial yaitu terkait dengan sistem tanam paksa. Kepala desa 
diberikan kewenangan untuk menentukan tanah mana yang nantinya akan 
                                                          
9 Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa, Balai Pustaka: Jakarta, 1984, hlm. 258 
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ditanami tebu serta pengorganisasian penanaman dan pengerahan tenaga 
kerja untuk kepentingan perkebunan pemerintah Kolonial saat itu, para kepala 
desa mempunyai kewenangan yang hampir mutlak. Dengan kewenangan yang 
di berikan oleh Pemerintahan Kolonial kepada kepala desa, membuat kepala 
desa pada masa itu menjadi semakin kaya, karena kepala desa melakukan 
tindakan memeras kekayaan terhadap rakyat dan tanahnya sendiri. 
Mereka memperoleh kekayaan dari tanah bengkok (sepersepuluh dari 
tanah-tanah sawah desa), juga mendapat sebagian dari pembayaran atas upah 
tanaman dan pajak tanah yang diberikan oleh pemerintah Kolonial. Tidak hanya 
itu para anggota pamong desa juga ikut ambil bagian karena mendapat 
pembagian tanah yang luasnya masing-masing tergantung dari yang ditetapkan 
oleh kepala desa. Mereka semua dibebaskan dari kerja wajib, kerja rodi, dan 
kerja untuk kepentingan desa lainnya. Hal ini merupakan suatu perbuatan ikut 
serta dalam membantu Pemerintah Kolonial dalam menjajah Negara Indonesia 
yang merupakan Negaranya sendiri.  
Penguatan kekuasaan kepala desa dan kesempatan untuk memperkaya 
diri di satu pihak dan tekanan dari pemerintah kolonial di pihak lain 
mengakibatkan timbulnya suatu tipe baru kepala desa pada periode tanam 
paksa. Apabila ia pada tahun-tahun sebelumnya merupakan “pemimpin rakyat” 
yang sejak pemerintahan Inggris di Jawa setiap tahun dipilih oleh penduduk 
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desa, maka pada masa sistem tanam paksa posisinya tidak lebih dari seorang 
“mandor kebun” yang menjalankan perintah atasan.10 
Pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan ketentuan hukum yang 
mengatur pemerintahan dan rumah tangga desa, (Peraturan perundang-
undangan mengenai desa pada zaman Kolonial Belanda) yang bernama 
Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO), yang dimuat dalam Staatsblaad 1906, 
nomor 83 dan Inlandsche Gemeente Ordonantie voor d Buiteng Westen (IGOB)  
yang dimuat dalam Staatsblaad 138 Nomor 490. (Staatsblaad adalah sebutan 
Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI pada zaman Kolonial Belanda 
yang merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk 
pengumuman, Ordonantie dan Reglement). 
Dalam hal ini, IGO yang hanya berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan 
IGOB berlaku di luar Jawa. Dari sudut pandang pemerintah Kolonial, kedua 
peraturan ini sebenarnya sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum 
lebih lanjut dari peraturan tentang desa yang telah dibuat jauh sebelumnya, 
yaitu Regerings Reglement (RR) (Peraturan Pemerintah VOC) tahun 1854. RR 
tahun 1854 menetapkan antara lain bahwa desa berhak memilih kepala 
desanya sendiri, selanjutnya kepala desa yang telah terpilih diberikan 
kewenangan untuk mengatur rumah tangga desa, dengan memperhatikan 
peraturan-peraturan dari atas (Residen). 
                                                          
10 Frans Husken, Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di 
Jawa, Grasindo: Jakarta, 1998, hlm. 121. 
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Lahirnya pengaturan tentang otonomi desa di jaman Kolonial tentu harus 
dilihat dalam perspektif sejarah pada masanya. RR tahun 1854, misalnya, 
muncul sebagai dasar untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak dalam 
menjalankan kebijakan tanam paksa (cultuurestelsel) di Jawa. Dalam hal ini 
desa memang harus diberikan kedudukan yang lebih kuat agar tidak terlalu 
dikuasai oleh para penguasa feodal pribumi (Raja dan Bupati), sehingga 
dengan demikian kekuasaan birokrasi pemerintahan Kolonial lebih mudah 
untuk mengontrol desa.  
Masuknya kontrol pemerintahan Kolonial kedalam desa-desa (di Jawa) 
ini terutama dilakukan dalam rangka mewujudkan program tanam paksa 
tersebut, yaitu melalui regulasi tata penyewaan tanah masyarakat desa serta 
mobilisasi tenaga kerjanya untuk kepentingan tanaman perkebunan milik 
penguasa Kolonial, program tanam paksa ini dikenal membawa dampak yang 
luar biasa terhadap bentuk dan tata hubungan sosial-ekonomi dan politik desa-
desa di Jawa. Dengan adanya pengaturan mengenai otonomi desa yang 
dilakukan oleh Pemerintahan Kolonial hanya bertujuan demi kepentingan 
Pemerintahan Kolonial Belanda sendiri, sehingga hal ini merupakan suatu 
tindakan yang sewenang-wenang atau terlalu berlebihan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda terhadap desa-desa yang berada di Jawa pada 
masa itu. 
Selanjutnya sejarah hukum mencatat, bahwa Pemerintah Hindia Belanda 
pada tanggal 23 Januari 1941 menyampaikan rancangan Desa-ordonannantie 
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baru kepada Volksraad (Dewan Rakyat). Ordonnantie (Peraturan/Penetapan) 
itu kemudian ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1941 (stbl. 1941 no. 356). 
Substansi Desa ordonanntie baru berlainan dengan ordonanntie-ordonanntie 
sebelumnya. Desa tidak lagi ditempatkan sebagai subordinat dari kekuasaan 
diatasnya tetapi diakui sebagai lembaga otonom pribumi yang berhak 
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.11 Desa Ordonnonntie 
pada tahun 1941 tidak sempat dilaksanakan karena Hindia Belanda dikalahkan 
Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Sejak tahun 1942 kekuasaan beralih ke 
tangan tentara pendudukan Jepang. 
 Prinsipnya ialah supaya Desa diberi keleluasaan untuk berkembang 
menurut potensi dan kondisinya sendiri. Untuk mencapainya, Desa tidak lagi 
dikekang dengan berbagai peraturan-peraturan (regulasi) yang mengikat dan 
instruktif. Berdasarkan atas prinsip itu dalam Desa-ordonanntie baru dinyatakan 
perbedaan antara Desa yang sudah maju dan Desa yang belum maju.  
Untuk Desa yang sudah maju, pemerintahan dilakukan oleh sebuah 
Dewan Desa (Desaraad), sedang Desa untuk yang belum maju pemerintahan 
disusun tetap sediakala, yaitu pemerintahan dilakukan oleh Rapat Desa yang 
dipimpin oleh kepala Desa yang dibantu oleh parentah Desa. Selanjutnya 
dalam Desa-ordonnantie baru itu, pemerintah hendaknya minimal mencampuri 
                                                          
11 Suhartono, Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi 
Daerah, Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta, 2001, hlm. 48 
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dalam rumah tangga Desa dengan peraturan-peraturan yang mengikat, bahkan 
dalam pemerintahan Desa itu diharuskan lebih banyak menggunakan hukum 
adat. Namun sampai pada waktu jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda Desa-
ordonnantie itu belum bisa dijalankan. 
2. Desa Di Masa Awal Kemerdekaan 
Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa/Marga diatur dalam UUD 
1945, yang berbunyi sebagai berikut:12 
“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 
“Zelfbesturendelandschappen” dan “Volksgemeenschappen” seperti 
desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di 
Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli 
dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 
istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-
daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai 
daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”. 
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.  Pemikiran-
pemerikiran mengenai desentralisasi atau otonomi daerah kembali menguat. 
Dan untuk pertama kalinya pada tanggal 23 November 1945 Pemerintahan 
Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang dimana penerbitannya didasarkan pada pasal 18 
UUD 1945. Sistem Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang ini 
adalah dibentuknya Komite Nasional Daerah pada setiap tingkatan daerah 
otonom terkecuali di tingkat Provinsi. Komite tersebut bertindak selaku badan 
legislatif dan anggota-anggota diangkat oleh Pemerintah Pusat. 
                                                          
12 Pasal 18 Pejelasan II UUD 1945. 
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Untuk menjalankan roda pemerintahan daerah, Komite Nasional Daerah 
memilih lima orang dari anggotanya untuk bertindak selaku badan eksekutif 
yang dipimpin Kepala Daerah. Kepala daerah menjalankan dua fungsi yaitu 
sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tetapi 
dalam prakteknya, desentralisasi atau otonomi daerah hanya sempat 
dilaksanakan pada Daerah Tingkat II, dan itupun tidak berjalan secara efektif. 
Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
pemerintahan setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. 
 Pemerintahan itu sendiri diartikan oleh Montesquieu yaitu pemerintahan 
dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas meliputi 
bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti 
sempit menunjuk pada aparatur atau alat perlengkapan negara yang 
melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit, yaitu 
yang diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara di bidang eksekutif 
saja.13 
                                                          
13 Sudono Syueb, Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah, Laksbang Mediatama: Surabaya, 
2008, hlm. 21  
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Dalam konsep otonomi daerah terdapat kepala daerah yang mejadi 
penggerak dijalankannya otonomi daerah tersebut. Otonomi daerah harus 
diterjemahkan oleh Kepala Daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan 
pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat 
untuk mencapai tujuan.14 Hal ini harus digunakan secara arif oleh Kepala 
Daerah tanpa harus menimbulkan konflik antar pusat dan daerah. 
Sementara pengertian desentralisasi ini juga didefinisikan oleh B.C. 
Smith yaitu desentralisasi sebagai proses melakukan pendekatan kepada 
pemerintah daerah yang mensyaratkan terdapatnya pendelegasian kekuasaan 
kepada pemerinah bawahan dan pembagian kekuasaan kepada daerah. 
Pemerinah Pusat dipersyaratkan untuk menyerahkan kekuasaan kepada 
pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi.15 
Pemerintahan Indonesia mencabut Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 
tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada tahun 1948. Selanjutnya pada 
tanggal 10 Juni 1948 Negara memberlakukan Undang-Undang No.  22 Tahun 
1948 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini, desa 
ditetapkan sebagai daerah Tingkat III yang memiliki otonomi tersendiri yang 
diatur oleh Undang-Undang. 
                                                          
14 J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah, Sinar Grafika: Jakarta,  2009, hlm.15  
15 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, 
hlm.13-14 
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Selain itu, hal lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang ini bahwa 
hanya dikenal satu bentuk satuan pemerintahan tingkat daerah yaitu 
pemerintahan daerah otonom, titik berat otonomi pada desa, susunan 
pemerintahan daerah menjadi hanya 3 tingkatan (dari sebelumnya 5), yaitu 
provinsi, kabupaten/kotamadya, dan desa/kota kecil. Meskipun demikian, 
Undang-Undang ini lebih menekankan praktek demokrasi parlementer sesuai 
dengan sistem pemerintahan saat itu, dan kontrol pemerintah pusat kepada 
daerah masih sangat kuat. Tetapi dalam prakteknya otonomi bagi desa sebagai 
daerah tingkat III tidak terlaksana secara nyata, praktek desentralisasi hanya 
berjalan di Daerah Tingkat II atau setingkat Kabupaten. Hal ini merupakan 
suatu bentuk ketidak seriusan pemerintahan Indonesia dalam membangun 
otonomi pada desa. 
Karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan 
Daerah dirasa belum optimal dalam menjalankan desentralisasi atau otonomi 
daerah, khususnya mengenai otonomi pada desa, maka dari itu Undang-
Undang ini dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini 
menekankan sistem otonomi riil yang didasarkan pada kemampuan nyata dari 
daerah. Namun, Kepala Daerah sama sekali tidak bertanggung jawab kepada 
Pemerintahan Pusat. Karena itu terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu kepala 
daerah disatu sisi, dan pejabat pusat yang ditempatkan di daerah di sisi lain.  
26 
 
Dalam prakteknya pelaksanaan pembentukan otonomi desa atau Daerah 
Tingkat III dalam Undang-Undang ini belum terlaksana secara nyata, tetapi 
bukan berarti gagasan mengenai desentralisasi atau otonomi daerah menjadi 
hilang. Senada dengan itu menurut Bhenyamin Hoessein dalam tulisannya 
yang berjudul “Memutar Roda Desentralisasi”, berlakunya ke tiga UU tersebut, 
mencerminkan keinginan yang besar dari para pemimpin politik dan 
Pemerintahan untuk menjadikan desentralisasi atau otonomi daerah sebagai 
sarana pencapaian Negara demokrasi di Indonesia.16 
Pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden, yang menyatakan 
berlakunya kembali UUD 1945. Atas dasar dekrit ini UUDS 1950 tidak belaku 
lagi. Dekrit Presiden ini mengantar Republik Indonesia ke dalam demokrasi 
terpimpin dan Gotong Royong. Untuk menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip 
demokrasi terpimpin dan kegotong-royongan, maka pada tanggal 9 September 
1959 Presiden mengeluarkan Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah 
Daerah.  
Dari Pidato Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ketika 
menjelaskan isi Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, dapat 
ditarik kesimpulan pokok bahwa, dengan pemberlakuan Penpres No. 6 Tahun 
1959 tentang Pemerintah Daerah terjadi pemusatan kekuasaan ke dalam satu 
garis birokrasi yang bersifat sentralistis. Kemudian Undang-Undang ini 
                                                          
16 Bhenyamin Hoessein, Memutar Roda Desentralisasi, PT Pustaka LP3ES: Jakarta, 1996, hlm. 
3. 
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digantikan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. 
Pengertian Desapraja dalam UU ini yaitu desa yang memiliki batas-batas 
daerah sendiri, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih 
pemimpinnya sendiri dan memiliki harta benda sendiri.    
Dengan menggunakan nama Desapraja, Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1965 tentang Desapraja memberikan istilah baru dengan satu nama 
seragam untuk menyebut keseluruhan kesatuan masyarakat hukum yang 
termasuk dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945, padahal kesatuan masyarakat 
hukum diberbagai wilayah Indonesia mempunyai nama asli yang beragam. 
Dalam penjelasan umum tentang Desa praja itu terdapat keterangan yang 
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja 
tidak membentuk baru Desapraja, melainkan mengakui kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum yang telah ada di seluruh Indonesia dengan berbagai 
macam nama menjadi Desapraja.  
Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum lain yang tidak bersifat teritorial 
dan belum mengenal otonomi seperti yang terdapat diberbagai wilayah daerah 
administratif dari Daerah Tingkat III. Penjelasan juga menyatakan bahwa 
Desapraja bukan merupakan satu tujuan tersendiri, melainkan hanya sebagai 
bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III dalam 
rangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintah Daerah. Apabila tiba waktunya semua Desapraja harus 
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ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat III dengan atau tanpa penggabungan lebih 
dahulu mengingat besar kecilnya Desapraja yang bersangkutan. 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang 
Desapraja, maka warisan kolonial yang sekian lama berlaku di Negara Republik 
Indonesia, seperti IGO dan IGOB serta semua peraturan-peraturan 
pelaksanaannya tidak berlaku lagi. Tetapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1965 tentang Desapraja tidak sempat pula dilaksanakan dibanyak daerah. 
Pelaksanaannya ditunda, tepatnya dibekukan, atas dasar pemberlakuan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya 
Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan, yaitu Undang-Undang 
dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1965, meski dinyatakan 
juga bahwa pelaksanaannya efektif setelah adanya Undang-Undang baru yang 
menggantikannya. 
Tetapi anehnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang 
Desapraja sendiri sebenarnya sudah terlebih dahulu ditangguhkan melalui 
Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 29 Tahun 1966. Karena itu sejak 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja berlaku, 
maka praktis apa yang dimaksudkan dengan Daerah Tingkat III dan Desa praja 
itu tidak terwujud. Secara informal Pemerintahan Desa kembali diatur 
berdasarkan IGO dan IGOB.  
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B. Sistem Pemerintahan Desa Dilihat Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 
Pada era reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
tentang Pemerintahan Daerah kemudian tepatnya pada tanggal 15 Oktober 
2004 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai 
pengakuan dan pengormatan terhadap Desa.17 yang dimana Undang-Undang 
ini memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah 
tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat.  
Dalam Undang-Undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memuat tentang kewenangan-
kewenangan desa. Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut 
diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan 
otonomi desa dimana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya 
sendiri. 
Dalam Undang-Undang ini pengaturan mengenai Desa terdapat dalam 
Bab XI yaitu dari Pasal 200 – Pasal 216 yang terdiri dari 17 (tujuh belas) pasal. 
Terbagi atas enam bagian yaitu: (1) Umum; (2) Pemerinta Desa; (3) Badan 
                                                          
17 Sadu W dan M. Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Fokus Media: Bandung, 2007, 
hlm. 29 
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Permusyawaratan Desa; (4) Lembaga Lain; (5) Keuangan Desa, (6) Kerja 
Sama Desa. Secara diskriptif adalah sebagai berikut: 
a. Hal-hal yang Bersifat Umum 
Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang berada dalam 
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan didalamnya 
ada Pemerintah Desa dan ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di 
dalam perkembangannya desa dimungkinkan adanya pembentukan, 
penghapusan dan/atau penggabungan, dengan memperhatikan asal-
usul atau prakarsa masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa menegaskan bahwa, secara 
bertahap desa di kabupaten/kota diubah dan disesuaikan statusnya 
menjadi kelurahan sesuai asal-usul dan prakarsa pemerintah desa 
bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda. 
Dana yang dikeluarkan untuk perubahan status desa menjadi kelurahan 
dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota. Dengan berubah status dari 
desa menjadi kelurahan maka kekayaan desa menjadi kekayaan daerah, 
dan dikelola oleh kelurahan bersangkutan. 
b. Pemerintah Desa  
Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan aparat 
desa lainnya. Sekretaris Desa adalah PNS. Kepala Desa dipilih secara 
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langsung oleh dan dari penduduk desa yang berstatus sebagai warga 
Negara RI dengan syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur 
didalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon 
yang ditetapkan menjadi Kepala Desa adalah calon yang memperoleh 
suara terbanyak. Untuk pemilihan kepala desa dalam kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan yang diakui keberadaannya, berlaku ketentuan hukum adat 
setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) 
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. 
c. Badan Permusyawaratan Desa 
Yaitu merupakan parlemennya desa, berfungsi menetapkan peraturan 
desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat. Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa ini adalah 
wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara 
musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa 
dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.  Untuk para 
anggota Badan Permusyawaratan Desa ada batas jabatannya yaitu 6 
(enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. Adapun syarat dan tata cara penetapan anggota dan 
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pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.  
d. Lembaga Kemasyarakatan 
Di setiap desa selain ada Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa, juga dimungkinkan ada lembaga lainnya yaitu, 
Lembaga Kemasyarakatan. Undang-Undang menentukan bahwa di desa 
dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan 
peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan bertugas untuk 
membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan 
masyarakat desa. 
e. Keuangan Desa 
Yang dimaksud keuangan desa, adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak 
dan kewajiban tersebut, adalah hak dan kewajiban yang menimbulkan 
pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Adapun yang 
menjadi sumber pendapatan desa terdiri dari: (1) pendapatan asli desa; 
(2) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; (3) bagian 
dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 
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kabupaten/kota; (4) bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota; (5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 
Perbelanjaan desa diperuntukan untuk penyelenggaraan pemerintahan 
desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Keuangan desa 
dikelola oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa 
tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan 
keuangan semuanya itu harus di tetapkan oleh Bupati/Wali Kota dengan 
berpedoman pada peraturan perundang- undangan.  Untuk kepentingan 
keuangan desa, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai 
kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa tersebut 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan dapat 
melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. 
f. Kerjasama Desa 
Untuk kepentingan desa, desa dapat mengadakan kerja sama yang 
diatur dengan keputusan bersama, dan dilaporkan kepada 
Bupati/Walikota melalui camat. Kerjasama antar desa dan desa dengan 
pihak ketiga tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangannya.  
Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dapat 
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan 
kerjasama tersebut dapat dibentuk badan kerjasama. Pembangunan 
kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak 
ketiga mengikut sertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan 
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desa. Yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Perda, dengan 
memperhatikan: (1) kepentingan masyarakat desa; (2) kewenangan 
desa; (3) kelancaran pelaksanaan investasi; (4) kelestarian lingkungan 
hidup; (5) keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan 
umum. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
menentukan, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan 
dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 
Selanjutnya disebutkan, bahwa Perda dimaksud wajib mengakui dan 
menghormati hak asal-usul, dan adat istiadat desa.Untuk melaksanakan 
Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah tersebut maka Pemerintah menetapkan Peraturan 
Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan 
Mengenai Desa diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2005 tentang Desa, pada tanggal 30 Desember 2005. Peraturan 
Pemerintahan Desa terdiri dari 107 pasal, yang materi muatannya terdiri 
dari 12 bab yaitu: (1) Ketentuan Umum; (2) Pembentukan dan 
Perubahan Status Desa; (3) Kewenangan Desa; (4) Penyelenggaraan 
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Pemerintah Desa; (5) Peraturan Desa; (6) Perencanaan Pembangunan 
Desa; (7) Keuangan Desa; (8) Kerjasama desa; (9) Lembaga 
Kemasyarakatan; (10) Pembinaan dan Pengawasan; (11) Ketentuan 
Peralihan; (12) Ketentuan Penutup. Keluarnya Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 
tentang Desa masih menyisakan beberapa persoalan dari sisi substansi 
dan regulasi. Ada beberapa isu krusial yang muncul dalam kerangka 
substansi dan regulasi. 
Salah satu perubahan yang signifikan dari UU No. 22 Tahun 1999  
tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, yaitu adanya pasal-pasal baru yang mengatur mengenai 
ketentuan mengenai pemilihan kepala desa secara langsung. Yang dimana 
sebelumnya Kepala Daerah (Kabupaten/Kota) dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) tidak berlaku lagi, dalam hal  pemilihan Kepala Daerah 
dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dilakukan secara 
langsung oleh rakyat. 
Selanjutnya perubahan juga terjadi pada yang awalnya DPD adalah 
Dewan Perwakilan Desa diubah menjadi Dewan Permusyawaratan Desa. Hal 
ini diyakini sebagai bentuk pelemahan makna demokrasi di tingkat desa. Hal ini 
dikarenakan yang pada sebelumnya anggota DPD dipilih secara langsung oleh 
rakyat desa, dengan bergantinya singkatan DPD menjadi Dewan 
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Permusyawaratan Desa  maka pemilihan anggota DPD dilakukan dengan 
musyawarah bersama sistem perwakilan. 
Undang-Undang No.. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 
Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa tidak lagi menyebutkan 
bahwa desa adalah bawahan langsung Kecamatan. Akan tetapi bagaimana 
menjelaskan mengenai posisi Pemerintah Desa yang wilayahnya berada di 
dalam wilayah Kecamatan akan tetapi bukan bawahan Kecamatan melainkan 
berfungsi sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah 
Desa memang tidak bertanggung jawab kepada Kecamatan melainkan kepada 
Bupati.  
Padahal Pemerintah Kecamatan adalah bawahan langsung dari 
Pemerintah Daerah yang tentu saja menjadi perpanjangan tangan Pemerintah 
Daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunannya termasuk 
yang ditujukan kepada masyarakat Desa. Meski tidak bertanggung jawab 
kepada Kecamatan, akan tetapi Pemerintah Desa tetap harus selalu 
bersentuhan dengan Pemerintah Kecamatan dengan alasan koordinasi.  
Posisi strategis yang dimiliki oleh pemerintah desa menjadi titik 
persinggungan antara masyarakat dengan berbagai rencana Pemerintah 
Daerah akan terjadi. Menyadari posisi Pemerintah Desa yang sangat strategis 
tersebut, maka Pemerintah Daerah kemudian memposisikan Pemerintah Desa 
sebagai bagian dari struktur Pemerintahan. 
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 Meskipun tidak bertanggung jawab kepada Camat karena bukan lagi 
sebagai bawahan langsung dari Kecamatan, akan tetapi adanya kewajiban 
untuk melaporkan hasil kerja kepada Bupati, cukup memberikan gambaran 
bahwa posisi desa pada dasarnya tidaklah Otonom, karena substansi Otonomi 
Desa sendiri yakni kurangnya intervensi dari luar serta adanya prakarsa sendiri 
dalam menjalankan pemerintahan, dinamika tidak terlihat dalam pola yang 
terbangun.  
Dengan kondisi yang demikian tetap sulit bagi Pemerintah Desa dalam 
menjalankan berbagai wewenangnya untuk lebih berorientasi kepada rakyat 
dalam pelaksanaan Otonomi Desa. Dengan menempatkan Pemerintah desa 
menjadi bagian terbawah dari struktur Pemerintah Daerah, maka Pemerintah 
desa akan dipaksa untuk lebih berorientasi keluar dalam artian lebih 
memperhatikan tangung jawabnya kepada Pejabat diluar desanya 
dibandingkan orientasi pada tanggung jawab kemajuan masyarakat di 
wilayahnya. 
C. Desa Adat Dalam UU Desa 
Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Desa seringkali menjalankan 
tugas pembantuan terhadap Negara dibandingkan dengan menjalankan urusan 
desanya sendiri. Berangkat dari semangat desentralisasi dan otonomi daerah 
yang dicita-citakan sejak dahulu dari masa pemerintahan Hindia Belanda 
khususnya otonomi pada desa yang bertujuan untuk menempatkan Desa pada 
posisi yang mandiri agar dapat menjalankan urusan desanya sendiri, maka 
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Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(selanjutnya disebut UU desa). 
 Tujuan dari ditetapkannya UU desa tentang desa adalah untuk 
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, 
dan budaya masyarakat desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan untuk 
meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dibuat untuk 
mengakomodasi masyarakat hukum adat. Pasal 1 Angka 1 UU Desa 
merumuskan bahwa: 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community 
dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat 
yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa 
menjadi desa dan desa adat. 
Kedudukan Desa dalam rumusan Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa merupakan bagian dari upaya kesepakatan yang timbul akibat adanya 
berbagai perbedaan pendapat mengenai Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat 
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(2) UUD 1945. Berbicara mengenai kedudukan desa dilihat dari UU desa, maka 
desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. 
 Selanjutnya landasan konstitusional kedudukan desa menimbulkan 
aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan 
pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas 
berkaitan dengan hubungan antara negara dengan desa, dimana negara tidak 
lagi mengontrol desa secara keseluruhan tetapi Negara mengisyarakatkan desa 
mampu untuk mengelola dirinya sendiri secara mandiri. Hal ini bertujuan agar 
desa dapat menjadi subyek pembangunan sehingga desa dapat menjadi 
mandiri karena mengurus urusan rumah tangganya sendiri.  
Upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yang 
diimplementasikan dalam UU Desa adalah konstruksi gabungan. Karena dapat 
dilihat secara nyata pada Penjelasan Umum UU Desa menyebutkan secara 
tegas: “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community 
dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat 
yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa 
menjadi desa dan desa adat.”18 Ringkasnya, asas rekognisi dan subsidiaritas 
telah mengubah pendekatan kontrol/pengendalian negara terhadap desa dan 
menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.  
                                                          
18 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Desa, atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada 
awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas 
wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk 
mengelola dirinya sendiri disebut dengan self-governing community.19 Desa 
dapat digolongkan dalam tiga jenis. Antara lain yaitu: 
  Pertama, Desa adat (self governing community). Desa adat merupakan 
bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Desa ini berbasis pada suku 
(genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah. Mempunyai otonomi asli, 
struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi sendiri 
secara komunal. Konsep mengurus desa adat, kecuali memberikan pelayanan 
publik pada warga. Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusan-
urusan administratif. Mempunyai otonomi secara sendirian, tidak ada 
pembagian kekuasaan dari Negara. Negara hanya mengakui kedudukan, 
kewenangan asli dan kekayaan desa adat.  
Kedua, Desa Otonom (local self government). Ciri desa ini adalah sudah 
semakin modern, berkurangnya pengaruh adat di desa. Bukan bagian dari 
kabupaten, tetapi bagian dari NKRI. Intervensi Negara minimal, tetapi Negara 
melakukan desentralisasi, supervisi dan fasilitasi. Negara melakukan 
desentralisasi politik, pembangunan, administrasi dan keuangan kepada desa. 
                                                          
19 Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa, Mediatama : Jakarta, 
2007.hlm. 5. 
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Desa mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan 
publik, keuangan (APBDes), dll. Mempunyai sistem demokrasi lokal. 
 Ketiga, Desa Administratif (the local state government), desa ini 
memilikii batas-batas wilayah yang jelas. Berada dalam subsistem (bagian) dari 
pemerintah kabupaten/kota. Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas. 
Sebagai kepanjangan tangan Negara, menjalankan tugas pembantuan Negara, 
terutama pelayanan administratif. Tidak ada desentralisasi yang memadai, 
sehingga desa ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom. 
Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa. 
Selanjutnya status Desa adalah satuan pemerintahan di bawah 
kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah 
camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak 
mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 
Sedangkan desa memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.20 
Jika dilihat pada UU Desa, dikatakan bahwa hanya terdapat dua 
tipe/jenis desa yaitu desa dan desa adat dengan ketentuan bahwa penyebutan 
desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. 
desa dan desa adat terletak pada asas pengaturan, kewenangan serta bentuk 
                                                          
20 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga: Jakarta, 
2011, hlm. 69 
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dan susunan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya desa dan desa adat 
memiliki kesamaan dan perbedaan, antara lain: 
1. Desa adat adalah desa yang masih memperoleh pengaruh adat secara 
kuat, sementara pengaruh adat dalam desa relatif lemah. 
2. Desa adat dan desa sama-sama memiliki hak kewenangan asal-usul, 
tetapi asal-usul dalam desa adat lebih dominan dibandingkan di desa. 
3. Desa adat mengutamakan asas rekognisi (pengakuan dan 
penghormatan), sementara desa mengutamakan asas subsidiarity 
(penetapan kewenangan berskala lokal desa). 
4. Pemerintahan (beserta lembaga dan perangkat) desa adat 
menggunakan susunan asli (asal-usul), sementara desa menggunakan 
susunan modern seperti yang selama ini kita kenal. 
5. Keduanya sama-sama menjalankan pemerintahan umum yang 
ditugaskan oleh negara dan juga sama-sama memperoleh alokasi dana 
desa (ADD). 
UU Desa secara signifikan telah memberi perubahan terhadap dinamika 
ketatanegaraan di Indonesia. UU Desa secara tegas memberikan kejelasan 
status desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kejelasan status 
memiliki arti penting mengingat ini akan memberikan kemandirian lebih bagi 
desa untuk mengembangkan potensi lokal, memberikan akses pelayanan 
publik yang lebih mudah kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan 
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memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya, dimana tujuan 
pengaturan desa yaitu:21 
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan 
bagi seluruh rakyat Indonesia; 
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 
Desa; 
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab; 
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial 
sebagai bagian dari ketahanan nasional; 
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional; dan 
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 
 
Satu poin yang perlu dicermati, UU Desa juga dapat dikatakan menjadi 
bukti konkret komitmen Negara dalam rangka menghormati masyarakat hukum 
adat, melalui pengaturan desa adat. Desa adat tentu memiliki perbedaan 
dengan desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana desa adat 
adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, dan tidak 
bertentangan dengan kepentingan dan prinsip NKRI. Pengaturan desa adat 
dalam UU Desa juga memberikan perlindungan secara yuridis terhadap 
                                                          
21 Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun 
Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13 No. 2 Mei 2013, di download dari 
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213/161. pada tanggal 7 
Maret 2016, pukul 22.12 WITA 
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eksistensi hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat, 
karena dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai 
masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat 
berhadapan dengan hukum positif, dimana dalam hal ini masyarakat hukum 
adat dapat dipastikan berada dalam posisi lemah. 
Desa adat sendiri sebenarnya telah secara “tidak langsung” diakui 
eksistensinya dalam masyarakat. Contohnya, di daerah Banten, adanya 
masyarakat hukum adat Badui (Badui Dalam). Kemudian di Provinsi Riau 
sudah ada 10 desa di Siak yang mengusulkan diri menjadi desa adat kepada 
Kementerian Dalam Negeri.22 Jumlah ini belum termasuk ratusan desa adat 
lainnya yang belum atau terlambat mendaftar. Selanjutnya di Provinsi Bali kini 
tercatat 1.453 desa adat.23 Eksistensi desa adat di Bali menjadi sorotan, karena 
desa pekraman (sebutan desa adat di Bali) memberikan corak tersendiri 
terhadap berjalannya pemerintahan daerah Bali, dimana terdapat dua jenis 
desa yakni desa dinas dan desa adat. 
 Selama ini kedua sistem pemerintahan itu berjalan saling melengkapi, 
dimana desa dinas mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan 
masalah pemerintahan, sedangkan desa adat mengurus masalah yang 
berkaitan dengan adat.24 Dua contoh diatas dapat memberikan gambaran 
                                                          
22Diakses http://www.goriau.com/berita/riau/sayang-hanya-10-desa-di-riau-yang-akan-jadi-desa-
adat-seluruhnya-dari-siak.html pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 20.01 WITA 
23 Diakses http://revolusidesa.com/category/page/kabar_desa/76/Tradisi-Kehidupan-Desa-Adat-
Bali-Tetap-Kokoh pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 23.34 WITA 
24Diakses http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/10/18/ndn7zp-bali-siap-daftar 
pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 23.38 WITA 
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secara umum bagaimana desa adat dengan tradisi serta norma yang berlaku di 
dalamnya tetap mampu bertahan di masa globalisasi ini. 
Berbicara mengenai masa globalisasi, tentunya berkaitan dengan 
fenomena globalisasi yang tengah melanda Indonesia.25 Globalisasi dapat 
dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial 
yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan 
global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode 
sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan 
secara spesifik, Negara modern. 
 Globalisasi telah membuka lebar jalinan interaksi dan transaksi antar 
individu, kelompok dan antar negara yang pada tingkat dan intensitas yang 
berbeda.26 Indonesia, jelas tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi yang 
massif, terlihat dari bagaimana kecenderungan masyarakat yang lebih memilih 
untuk menggunakan produk dan kebudayaan asing. 
Berbicara mengenai hukum, diketahui bersama bahwa dampak dari 
globalisasi dapat memberikan pengaruh yang sangat besar, dimana 
perkembangan sistem hukum di Indonesia yang cenderung lebih memilih civil 
law dan common law sistem dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada 
                                                          
25 Budi Winarno, Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi, Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Gadjah Mada, di download dari 
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Globalisasi%20dan%20Masa%20Depan%20Demokrasi.pdf 
pada tanggal 1 April 2016, pukul 20.03 WITA 
26 Globalisasi dan Indonesia, Rangkaian Kolom Kluster 1, Univesitas Binus, di download dari   
http://sbm.binus.ac.id/files/2013/04/Globalisasi-dan-Indonesia.pdf pada tanggal 1 April 2016, 
pukul 20.30 WITA 
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kodifikasi dan unifikasi hukum. Keadaan seperti ini berdampak pada 
memudarnya peranan pranata hukum adat di Indonesia. 
 Padahal disadari atau tidak, hukum adat merupakan pranata hukum 
yang justru mampu menangkal pengaruh globalisasi yang bertentangan dengan 
nilai-nilai luhur maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Globalisasi, yang 
sebagian besar merupakan hasil pemikiran bangsa Barat, tentu tidak dapat 
sepenuhnya diadaptasi oleh bangsa Timur (termasuk Indonesia) yang juga 
memiliki budaya serta norma yang secara moril menjadi suatu hal yang harus 
dijalankan oleh masyarakatnya. Hingga saat ini, pluralisme hukum adat di 
Indonesia yang tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan 
masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan 
pola pikir participerend coschmish.  
Pola pikir yang mengedepankan keseimbangan ini diyakini masih 
relevan untuk diterapkan dalam perkembangan saat ini, karena nyatanya pola 
pikir ini sangatlah selaras dengan semangat sustainable development atau 
pembangunan berkelanjutan. Selain itu, memberikan hukum adat ruang untuk 
tetap ada, berarti juga memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat, 
karena dengan begitu, dapat memastikan hak-hak masyarakat hukum adat 
yang diamanatkan konstitusi tetap terjaga, sehingga tidak lagi termaginalkan. 
Selain memberikan perlindungan, diperlukan juga ruang bagi hukum 
adat untuk berperan sebagai penyaring terhadap pengaruh globalisasi yang 
tidak memiliki kesesuaian dengan tradisi dan budaya Bangsa Timur. Salah satu 
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bukti bahwa peranan masyarakat ada dalam hal ini adalah bagaimana desa 
adat di Bali terus bertambah dan tetap dengan konsisten menjalankan kegiatan 
adat, di tengah pesatnya pembangunan objek wisata kelas global di seluruh 
pulau Bali. 
D. Masyarakat Adat Tana Toraja 
1. Sistem Penguasaan dan Pemilikan Tanah Tongkonan 
Masyarakat hukum adat menganut sistem pemilikan dan penguasaan 
bersama oleh satu marga atau lebih, dari satu kelompok keluarga yang berasal 
dari satu mata rumah dan dapat juga memberikan kepada warga dalam bentuk 
hak milik dan hak pakai yang bersifat hak perorangan. Hak milik atas tanah 
yang dimaksudkan di sini diberikan kepada seseorang atau satu keluarga yang 
secara terus-menerus menguasai dan menggunakan tanah tersebut untuk 
berkebun dan membangun rumah atau dengan perkataan lain menagawan 
kampung membagi tanah kepada para warganya untuk keperluan pertanian 
dan pemukiman yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. 
 Bentuk hukum penguasaan dan pemilikan tanah pada masyarakat adat 
dikenal dengan ”hak ulayat”. Ini merupakan istilah yang digunakan secara 
formal, walaupun sesungguhnya pada setiap etnik istilah yang digunakan 
berbeda-beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, istilah ”tanah ulayat” 
selalu digunakan untuk menyebut tanah-tanah yang dikuasai menurut hukum 
adat pada suatu etnik tertentu. 
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 Istilah tongkonan berasal dari Kabupaten Tana Toraja. Kata “tongkonan” 
itu sendiri, berarti “berkumpul” atau “musyawarah”. Dalam perkembangannya, 
tongkonan memiliki dua arti, yaitu sebutan untuk rumah adat kediaman 
pemangku adat dan sebutan bagi rumpun keluarga yang berasal dan/atau 
mendiami rumah adat tersebut. 
 Tongkonan adalah berasal dari kata tongkon yang artinya duduk yang 
mengandung arti bahwa rumah tongkonan itu ditempati untuk mendengarkan 
serta tempat duduk untuk membicarakan dan menyelesaikan segala masalah 
yang penting dari anggota dan keturunnya. 
 Tongkonan dibangun oleh sekelompok masyarakat adat berdasarkan 
suatu pertalian keturunan (geneologis), sehingga dapat dikatakan bahwa 
mereka merupakan sebuah keluarga. Dengan demikian, pengertian tanah 
tongkonan dapat dirumuskan sebagai tanah yang diwariskan dan dikelola 
secara turun-temurun yang dimiliki secara bersama-sama oleh keluarga 
tongkonan, dimana semua anggota tongkonan memiliki atau mempunyai hak 
yang sama atas tanah tersebut. Pada umumnya masyarakat adat Tana Toraja, 
terkait dengan kepemilikan tanah, hampir semuanya di dapatkan secara 
tongkonan.27 
Tongkonan pada awalnya ialah tempat penguasa dan sumber perintah 
dalam mengatur segala proses kehidupan di masyarakat adat. Tugas dan 
                                                          
27Diakseshttp://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14280/SKRIPSI%20LENGK
AP-PERDATA-SITI%20HARDIYANTI%20AKBAR.pdf?sequence=1 pada tanggal 4 April 2016, 
pukul 22.00 WITA 
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tanggung jawab ini diwariskan oleh penguasa terdahulu kepada keturunannya 
secara turun-temurun, sampai pada saat ini. Oleh sebab itu, kekuasaan 
tersebut merupakan hak dan tugas warisan bagi seseorang yang dipercaya 
dalam memimpin dan mengatur kehidupan masyarakat adat, sehingga nyata 
fungsi Tongkonan sebagai sumber kekuasaan adat yang menjadi tempat 
pertalian yang menghubungkan kehidupan seluruh keluarga/keturunan dari 
orang yang mendirikan Tongkonan dengan masyarakat yang hidup dalam 
wilayah kekuasaan Tongkonan.28 
Tanah tongkonan dibagi menjadi beberapa macam antara lain:  
a. Tanah kering atau tanah yang biasa disebut Kombong Tongkonan yaitu 
suatu wilayah tongkonan, yang dapat dimanfaatkan langsung oleh 
anggota tongkonan yang bersangkutan. 
b. Sawah tongkonan yang lazim disebut Kande Tongkonan yaitu tanah 
dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu tongkonan dimana hasil 
tanah tersebut digunakan bilamana rumah tongkonan tersebut 
mengalami kerusakan. 
c. Rante Tongkonan yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta 
pemakaman dari anggota keluarga tongkonan apabila ada yang 
meninggal. Sesuatu hal yang dilakukan berdasarkan kebiasaan di 
kalangan masyarakat Toraja. 
                                                          
28 Mohammad Nadsir Sitonda, Toraja Warisan Dunia, Pustaka Refleksi:  Makassar, 2007, hlm. 
30. 
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d. Liang Tongkonan yaitu berupa kuburan batu atau patane yang terletak di 
dalam wilayah tanah tongkonan yang bersangkutan yang merupakan 
tempat untuk menyimpan mayat dari anggota keluarga tongkonan yang 
telah diupacarakan. 
Masyarakat adat di Tana Toraja adalah masyarakat hukum yang 
terbentuk berdasarkan suatu pertalian keturunan (geneologis). Tanah ulayat di 
kelola oleh masyarakat adat itu sendiri, serta masyarakat dari luar (bukan 
anggota dari masyarakat adat yang bersangkutan), tetapi setelah memenuhi 
syarat yaitu setelah mendapatkan izin dari pemilik tanah tersebut. 
Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan 
dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan 
yang bersumber pada pandangan yang bersifat religious-magis.29 Selanjutnya 
tanah adat yang berada di Tana Toraja memiliki 2 jenis yaitu tanah kering dan 
tanah sawah. Tanah adat di Tana Toraja yang di anggap sebagai tanah kering 
tidak boleh diperjual belikan, tetapi dapat dipinjamkan kepada orang lain 
setelah mendapat izin dari pemilik tanah dan memacu pada syarat bila 
keturunan pemilik tanah tersebut membutuhkan, maka tanah tersebut harus 
segera dikembalikan kepada keturunan pemilik tanah tersebut. Berbeda 
dengan tanah kering, pemilik tanah sawah dapat mengalihkan haknya dengan 
cara melakukan penjualan tanah tersebut kepada siapa saja. 
                                                          
29 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita: Jakarta, 2006, hlm. 103 
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Dengan demikian tanah warisan yang dapat dibagi adalah tanah sawah, 
sementara tanah kering dijadikan harta/kekayaan keluarga yang hanya dapat 
diambil manfaatnya atas tanah itu secara bersama-sama oleh keluarga atau 
keturunan dari pemilik tanah tersebut. 
Harta pusaka keluarga yang berupa tanah kering dimiliki oleh keturunan 
pemilikan tanah Tongkonan. Tanah Tongkonan pada umumnya dibanguni 
rumah adat (rumah tongkonan), lumbung padi, rumah tinggal keturunan dari 
pemilik tanah tongkonan yang diperkenankan oleh keluarga besar keturunan 
pemilik tanah tongkonan tersebut, dapat pula di bangun patane yaitu kuburan 
keluarga yang terbuat dari kayu dan berbentuk seperti rumah tinggal. 
Berbicara mengenai penguasaan tanah Tongkonan, dilakukan oleh 
keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari 
pemilik tanah Tongkonan memiliki hak untuk tinggal dan membangun di atas 
tanah Tongkonan tersebut. Hukum adat sebagai konsepsi yang komunalistik 
religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-
hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur 
kebersamaan.30 
 Apabila rumah adat (Rumah Tongkonan) berdasarkan musyawarah 
keluarga ingin diperbaharui atau diperbaiki, maka seluruh biaya membangun 
rumah itu dipikul oleh seluruh keturunan pemilik tanah Tongkonan. Boleh 
tidaknya seorang keturunan mendiami dan membangun diatas tanah tersebut 
                                                          
30 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan: Jakarta, 2005, hlm. 181 
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ditentukan dalam rapat keluarga. Apabila seorang keturunan tidak lagi ikut 
memberi sumbangan dalam hal membiayai perbaikan atau pembaharuan 
rumah Tongkonan dalam areal tanah Tongkonan tersebut maka biasanya rapat 
keluarga akan memutuskan tidak menerima keturunan tersebut untuk menetap 
di areal tanah Tongkonan maupun mengambil manfaat diatas tanah tongkonan 
tersebut.31 
2. Lembang Sebagai Desa Adat Di Tana Toraja 
Tana Toraja mengeluarkan peraturan hukum melalui Perda No. 2 tahun 
2001 Tentang Pemerintah Lembang, yang menentukan reorganisasi wilayah 
dan struktur pemerintahan, yang bertujuan untuk melakukan pembentukan 
kembali lembang. Lembang merupakan satuan politik dan administrasi 
pemerintah yang lebih besar dari desa di masa Orde Baru dan diduga telah ada 
sebelum masa pemerintahan kolonial Belanda, kemudian Lembang muncul 
kembali untuk mendesain sturuktur pemerintahan daerah di Tana Toraja. 
Lembang mencakup wilayah geografis dari sekelompok masyarakat karena 
ikatan generasi yang memiliki asal-usul leluhur yang sama dan berbagi 
seperangkat hukum sosial-budaya dan nilai-nilai serta bentuk tradisional 
organisasi pemerintahan. 
Kabupaten Tana Toraja pada era reformasi pelaksanaan otonomi daerah 
secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahannya. Pranata 
                                                          
31 Diakses http://www.tanatorajakab.go.id/en/content/nilai-nilai pada tanggal 7 April 2016, pukul 
23.09 WITA 
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ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam suatu wilayah 
menjadi satu desa yang disebut Lembang. Lembang sebagai pengganti istilah 
desa merupakan wilayah kesatuan masyarakatadat Tana Toraja, dengan 
demikian Lembang dapat dikatakan sebagai desa adat di Tana Toraja, dimana 
pemerintahannya dilaksanakan oleh Kepala Lembang (kepala desa) didampingi 
oleh ketua adat sebagai penasehat. Kepala Lembang ini pada umumnya 
merupakan keturunan suatu Tongkonan yang memiliki pengaruh besar dalam 
suatu wilayah masyarakat. 
Pemilihan Kepala Lembang langsung oleh masyarakat. Setelah didahului 
pencalonan oleh masyarakat menurut kriteria yang ditetapkan. Calon kepala 
lembang harus memenuhi minimal 3 syarat utama yaitu: berdasarkan keturunan 
(berasal dari strata atas), kekayaan, dan keterampilan/wawasan. 
 Jikalau dibandingkan dengan syarat pembentukan lembang menurut 
draft Perda No 2 Tahun 2001, selain 3 syarat di atas syarat lainnya seperti: 
tingkat pendidikan, dan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung 
organisasi terlarang. Adanya tarik menarik dalam penentuan kriteria pemilihan 
kapala lembang sebenarnya tidak terlepas dari strata sosial yang masih kuat di 
masyarakat Toraja. Sampai saat ini strata sosial terbawah tidak pernah menjadi 
pimpinan di Toraja meskipun orang tersebut berpendidikan tinggi dan kaya. 
Peraturan Daerah Nomor.2  Tahun 2001 Tentang Pemerintah Lembang, 
bagaimanapun juga, lebih rinci menentukan pedoman untuk pembentukan 
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lembang. Dengan demikian, pemerintah lembang, sekarang terdiri dari kepala 
yang dipilih (kepala lembang) dan komite lembang, termasuk sekretaris, kepala 
urusan (seperti ekonomi dan pembangunan), dan para pemimpin dari kampung 
di bawah otoritas lembang tersebut. Dalam hubunganya dengan adat, orang-
orang yang memenuhi syarat untuk pencalonan kepala lembang, secara definisi 
berasal dari strata sosial yang tertinggi. Pemimpin Kampung umumnya ditunjuk 
oleh kepala lembang tersebut. Memberikan kepala lembang persetujuan, 
kepala kampung juga mungkin dipilih oleh masyarakat kampung. 
Kepala Lembang sangat berwibawah di masrakatnya. Setiap upacara 
adat yang berlangsung di Lembang selalu dihadiri oleh kapala lembang serta 
aparatnya, mereka selalu duduk ditempat yang paling terhormat, karena 
mereka aparat pemerintahan dan berasal dari strata teratas.  Pada kesempatan 
itu biasanya Kepala Lembang menyampaikan berbagai program Lembang. 
Berbeda dengan pemerintah desa, mereka juga hadir dalam berbagai upacara 
adat namun hanya sebagai formalitas saja.   
Salah satu perbedaan utama dari pemerintah lembang, dibandingkan 
sistem pemerintahan sebelumnya adalah pengenalan Dewan Perwakilan 
Lembang (Badan Perwakilan Lembang, BPL). Dewan ini mengkomunikasikan 
kepentingan dan aspirasi masyarakat lembang, kepada komite eksekutif 
lembang, serta untuk mengontrol praktik hariannya. Para anggota parlemen 
"lembang" harus merupakan keturunan dari para pemimpin tradisional lembang, 
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dan dipilih langsung oleh penduduk lembang itu sendiri. Jumlah anggota yang 
duduk dalam dewan tersebut tergantung pada total populasi lembang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, peneliti memilih tempat 
penelitian di Kabupaten Tana Toraja, dengan lokasi penelitian di Lembang 
Simbuang Kecamatan Mengkendek, Lembang Lea Kecamatan Makale  dan 
Lembang Limbong Sangpolo Kecamatan Kurra. Peneliti memilih tempat dan 
lokasi penelitian pada tempat tersebut dikarekan imlpementasi Undang-Undang 
desa (terkait desa adat) dilaksanakan di wilayah Tana Toraja, Sehingga bahan 
hukum dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan lengkap dan 
komprehensif.  
B. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, tipe 
penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk 
melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di 
lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti dalam 
hubungan hidup dimasyarakat maka tipe penelitian hukum empiris dapat 
dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di 
dalam masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintah, serta dalam 
mengelola data yang telah diperoleh tersebut menggunakan pendekatan 
kualitatif.   
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C. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek atau seluruh 
individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan 
diteliti yaitu kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja, Lembang di Toraja, 
dan beberapa masyarakat yang hidup di Tana Toraja. 
Sampel dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan undang-undang desa yaitu pada beberapa Lembang di Tana 
Toraja, yakni : 
1. Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek 
2. Lembang Limbong Sangpolo, Kecamatan Kurra 
3. Lembang Lea, Kecamatan Makale 
Responden dalam penelitian ini yaitu : 
1. Kepala Lembang  
2. Aparat pemerintah Lembang 
3. Masyarakat Lembang 
4. Tokoh adat yaitu ketua BPL (Badan Pemusyrawatan Lembang) 
D. Jenis dan Sumber data 
Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk 
menunjang hasil penelitian ini: 
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1. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian 
dilapangan. seperti data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam, 
yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang desa. 
2. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data  
    primer. Data ini bersumber dari literature yaitu peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan desa adat. 
Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga 
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan yakni : 
1. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang 
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus 
dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas 
sebagai data, atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada 
hubunganya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan 
pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti 
melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang 
berkualitas saja. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis 
alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 
atau observasi, dan wawancara atau interview. 
       1. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum 
(baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), karena 
penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen 
bagi penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen  
hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, 
dan karya tulis ilmiah. 
2.  Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka 
(face-to-face), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang 
responden. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berencana 
(standardized interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan 
suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dari sudut pandang       
bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang peneliti lakukan 
digolongkan sebagai wawancara terbuka (open interview), yaitu 
pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga 
responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi 
dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” 
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atau “tidak”. Adapun yang akan diwawancara adalah tokoh adat (3 
orang), tokoh masyarakat (2 orang) dan aparat pemerintah desa (2 
orang). 
F. Analisis Data 
Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan data 
kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara deskriptif 
adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Kemudian data 
tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau doktrin-doktrin 
hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perbandingan Lembang di Tana Toraja dengan Pemerintahan Desa 
Menurut Undang-Undang Desa (Pemilihan Kepala Desa, 
Wewenangnya, Dan Peraturan Desanya. 
Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting, yang mana 
Lembaga Adat bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, 
mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat 
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi 
terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lembaga adat dalam komunitas 
(masyarakat adat) harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas 
yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuh 
berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke 
waktu.32 
 Selain itu, Peran Lembaga Adat sebagai alat kontrol keamanan, 
ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun 
represif, antara lain : 
a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. 
                                                          
32 B. Ter Haar  Bzn,  Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat, Mandar Maju: Bandung, 2011, hlm. 
10 
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b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul 
dimasyarakat. 
Kemudian, Lembaga Adat juga memiliki peran lain yaitu: 
a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan 
pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, 
kubudayaan dan kemasyarakatan. 
b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya. 
c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang 
berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial dan keagamaan. 
d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka 
memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional 
pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya. 
e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk 
kesejahteraan masyarakat desa adat. 
Selain dari pada peran yang dimiliki oleh Lembaga Adat, Lembaga Adat juga 
memiliki wewenang yang meliputi: 
a. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat 
adat tersebut. 
b. Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan 
kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik. 
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c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan 
kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak 
bertentangan dengan peraturan-peraturan. 
d. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalahmasalah 
adat dan agama untuk kepentingan desa adat. 
e. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat 
diselesaikan pada tingkat desa. 
f. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, 
kabupaten/ kota desa adat tersebut berada. 
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku yaitu Suku Bugis, 
Makassar, Mandar, dan Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu suku besar 
dari keempat suku tersebut dimana seluruh masyarakat Toraja menetap di 
pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama Toraja mulai dikenal ketika 
Toraja berinteraksi dengan daerah lain khususnya daerah Gowa, Luwu dan 
Sidenreng. Asal kata Toraja sendiri mempunyai berbagai macam pemahaman, 
menurut orang Makassar, Toraja berasal dari kata Tau Raya yang artinya orang 
yang berasal dari Timur. Penyebutan nama ini didasarkan oleh catatan 
kehidupan Puang Lakipadada selama berada di Gowa. 
 Adapun menurut orang Luwu, Toraja berasal dari kata To Riajang yang 
berarti orang dari barat, ini didasarkan letak Toraja yang berada disebelah barat 
dari Luwu. Sedangkan menurut orang Sidenreng, Toraja berasal dari kata To 
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Riaja dimana arti dari sebuatan ini ialah orang yang berada di pegunungan 
yang lebih tinggi dari daerah Sidenreng. 
Dahulu, di daerah Sulawesi selatan bagian utara  terdapat  2 (dua) 
Kerajaan yang dikenal oleh masyarakat yaitu Kerajaan Datu Matallo atau 
Kerajaan Luwu’ yang berkedudukan di Palopo dan Kerajaan Datu Matampu’ 
yang berkedudukan di Tongkonan Layuk Deata Rano, Ma’ kale Tana Toraja. 
Pada jaman itu, tempat yang disebut Ma’kale adalah daerah sekitar Rante 
Kasimpo, Kamali, Batupapan dan berkembang sampai di daerah bombongan 
yg menjadi pusat kota Makale sekarang ini. Ketika Belanda masuk ke Toraja 
dan mencari tempat untuk lokasi ibukota pemerintahan di Tana Toraja, mereka 
memilih Ma’kale bukan Rantepao, karena Ma’kale dianggap pernah menjadi 
pusat pemerintahan kerajaan datu matampu’ sehingga dari segi pemerintahan 
lebih muda dikendalikan karena masyarakatnya sudah terbiasa diatur di dalam 
kerajaan. Disamping itu warisan harta kekayaan Kerajaan di Makale pada 
waktu itu yang berupa tanah kering dan sawah cukup banyak, sehingga lebih 
mudah diatur untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda. 33 
Beberapa budayawan Toraja mengatakan bahwa kata TORAJA berasal 
dari kata TO RAJANG (To = Orang, Rajang = Barat), berhubung karena 
Kerajaan Luwu’ terletak di sebelah Timur dari Tondok Lepongan Bulan (Toraja) 
dan Tondok Lepongan Bulan (Toraja) terletak di sebelah Barat dari Kerajaan 
                                                          
33 Diakses http://puangrambulangi.blogspot.co.id/2014/03/puang-rambulangi-dan-riwayat-
hidupnya.html pada tanggal 22 Juni 2016, pukul 20.09 WITA. 
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Luwu’. Hal ini terkandung dalam syair – syair sastra Toraja yang banyak 
menyebut Kerajaan Luwu’ sebagai “Kadatuan Matallo” (Kerajaan sebelah timur) 
dan sebaliknya Toraja dinamakan “Kadatuan Matampu’ “ (Matampu’ = Barat) 
artinya Kerajaan di sebelah Barat. Demikian pula dengan orang dari Kerajaan 
Luwu’ dinamakan “To Wara’ (Wara’ = Timur), dan sebaliknya penduduk sebelah 
barat dinamakan To Rajang oleh orang Luwu’. Sampai saat ini orang Toraja 
masih menyebut orang Luwu’ sebagai To Wara’. 34 
 Dalam masyarakat Toraja sendiri, nama Toraja berarti To Raa atau To 
Raya. Toraa sendiri terdiri dari dua kata To dan Raa dimana To berarti Orang, 
Raa berarti murah hati jadi To Raa berarti orang pemurah hati dan penyayang. 
Sementara To Raya terdiri atas kata To yang berarti orang dan raya yang 
berarti raja atau terhormat, sehingga To Raya berarti orang yang terhormat. 
Adapun sub suku dari suku Toraja diantaranya: Toraja Bare’e, Toraja 
Tokea, Toraja Kolonedale, Toraja Seko, Toraja Galumpang, Toraja Mamasa, 
Toraja Duri, Toraja Sa’dan, Toraja Tae’ yang selanjutnya mendiami kabupaten 
Tana Toraja sampai saat ini. Daerah adat di Tana Toraja dapat dibedakan 
menjadi 3 (tiga) bagian kekuasaan adat, ialah sebagai berikut: 
1. Bagian selatan, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar Puang 
dengan daerah adatnya bernama padang dipuangi atau daerah adat 
kapuangan. Daerah ini terdiri atas kelompok adat Tallu Lembangna 
                                                          
34 Diakses http://leppongan.blogspot.co.id/2011/03/nama-dan-sejarah-singkat-toraja.html  pada 
tanggal 22 Juni 2016, pukul 21.00 WITA 
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(Basse Kakanna Makale, Basse Tangana Sangalla, Basse Adinna 
Mengkendek) dan Tallu Batupapan (Endekan). 
2. Bagian timur dan utara, dikuasai oleh penguasa adat bergelar 
Siambe’ atau Sokong Bayu. Daerahnya dikenal dengan daerah adat 
Padang Diambe’I, dimana daerah ini terdiri atas : 
a. Kelompok adat Balimbing Kalua’ 
b. Kelompok adat Basse Sang Tempe’  
c. Kelompok adat Seko dan Rongkong. 
3.  Bagian barat, dikuasai oleh penguasa adat bergelar Madika. Daerah 
adatnya dikenal dengan daerah Padang Dimadikai’, dimana daerah 
adat ini terdiri dari Tokalambunan dan kelompok adat Pitu Uluna Salu 
Karua Ba’bana Minanga. 
Adanya suatu kelompok adat seperti yang disebutkan di atas disebabkan 
adanya kesamaan tujuan dan kepentingan dalam membina suatu keluarga dan 
dorongan kesamaan penderitaan dalam membina kehidupan. Secara umum, 
adat dapat diartikan sebagai peraturan yang berlaku pada suatu kelompok 
masyarakat tertentu atau bisa juga berlaku pada beberapa banyak kelompok 
yang bersumber dari satu keturunan yang sama dan mereka terpisah-pisah 
oleh pemukiman yang terpencar di berbagai lokasi perladangan, karena satu 
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sama lain saling mengejar lahan yang subur untuk tempat berusaha dan 
bertahan hidup hingga turun-temurun.35 
 Kabupaten Tana Toraja secara administratif, pada 26 Desember 2008, 
Kabupaten Tana Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) 
kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale dan 
Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao. Kabupaten Tana Toraja 
berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, diantaranya: 
a. Sebelah utara : Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat. 
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang 
c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu 
d. Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Barat 
Kabupaten Tana Toraja Pada era reformasi pelaksanaan otonomi 
daerah secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahan. 
Pranata ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam suatu 
wilayah menjadi satu desa yang disebut Lembang. 
Lembang sebagai pengganti istilah desa merupakan wilayah kesatuan 
masyarakat adat Tana Toraja, dimana pemerintahannya dilaksanakan oleh 
Kepala Lembang (kepala desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasehat. 
                                                          
35 Abdul Harris Asy’arie, Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq 
Kalimantan Timur, Mingguraya Press: Kalimantan Timur, 2005, hal. 51 
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Kepala Lembang ini pada umumnya merupakan keturunan suatu Tongkonan 
yang memiliki pengaruh besar dalam suatu wilayah masyarakat. 
Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tana Toraja umumnya 
adalah bertani dan beternak. Usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat 
adalah usaha tani tanaman pangan, usaha ternak dan usaha tani tanaman 
perkebunan dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan artinya dalam satu 
keluarga biasanya dilakukan usaha tani dan usaha ternak tersebut. Hal ini 
disebabkan karena hasil dari bertani dan beternak misalnya vanili, kopi, beras, 
kakao, cengkeh, kerbau, babi, dan ayam digunakan atau dibutuhkan dalam 
berbagai upacara adat masyarakat Toraja setiap tahunnya. 
Saat ini di Tana Toraja terdapat 5 (lima) macam agama yaitu Kristen 
Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Walaupun mereka sudah 
menganut agama tersebut di atas tetapi tetap saja ada yang menggabungkan 
kepercayaan agama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek 
moyang yang berbau mistis. 
Pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat dilaksanakan berdasarkan 
ajaran-ajaran Aluk Todolo, baik upacara Rambu tuka’ (rambu=asap, tuka’=naik) 
biasa juga disebut dengan Aluk Rampe Matallo (aluk=upacara, rampe=bagian, 
matallo=tempat matahari terbit) artinya upacara suka cita (ucapan syukur) yang 
dilaksanakan pada pagi hari, maupun upacara Rambu Solo’ (rambu=asap, 
solo’=turun) yang biasa juga disebut Aluk Rampe Matampu’ (matampu’= tempat 
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matahari terbenam) artinya upacara yang dilaksanakan ketika matahari sudah 
tidak berada di tengah-tengah artinya lewat jam 12 (dua belas) siang. 
Rambu Solo’ sebagai suatu upacara adat budaya Tana Toraja 
dilaksanakan atas pemahaman leluhur (dandanan sangka’) pada masa lampau 
dan hingga kini ternyata masih diikuti oleh orang Toraja yang sudah memeluk 
agama lain yang sudah dibenarkan oleh ideologi pancasila di Indonesia. Begitu 
luasnya kegiatan Rambu Solo’ itu dilaksanakan oleh orang Toraja, hal ini 
adalah amanah dan pesan leluhur kepada anak, cucu,cicit, serta 
berkesinambungan dalam ikatan manusia Toraja. 
Issue penghambatan penguatan nilai-nilai dalam masyarakat hukum 
adat, dalam hal ini lembang di Tana Toraja melalui Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 Tentang Desa perlu dikaji lebih mendalam. Pada dasarnya 
Pengaturan tentang desa bertujuan untuk: 
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah 
ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan 
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 
Desa; 
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d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa 
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan 
bersama; 
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab; 
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan 
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional; dan 
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 
Jadi pada dasarnya peraturan mengenai desa merupakan sarana demi 
menjaga eksistensi desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Adanya bentuk penjaminan pemerintahan desa memiliki konsekuensi 
yakni desa merupakan satu kesatuan pemerintahan Republik Indonesia yang 
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi 
pemerintahannya, desa perlu dibentuk dengan beberapa syarat. Sehingga 
kepentingan pemerintahan dan kepentingan penguatan nilai desa yang hidup 
dalam masyarakat perlu disinergitaskan. Dengan kondisi seperti itu, maka desa 
yang akan dibentuk perlu dievaluasi.  
71 
 
Dengan adanya evaluasi maka pemerintahan desa akan mewujudkan 
efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan 
publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan 
meningkatkan daya saing Desa. 
Upaya melakukan sinergitas antara kepentingan pemerintahan dan 
penguatan nilai desa diduga menghilangkan beberapa hal-hal prinsip Lembang 
Tana Toraja. Berdasarkan hasil penelitian, tidak mengalami kemunduran prinsip 
desa, namun hanya nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara 
Indonesia. misalnya saja kepercayaan animisme, yang pada kenyataannya 
berdasarkan perkembangan masyarakat hal tersebut hilang dengan sendirinya. 
Namun prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa, mengenai kepala 
lembang dan proses penyelesaian secara adat tetap dipertahankan. Sehingga 
dengan kata lain, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Bhinneka Tunggal Ika. 
1. Perbandingan Pemilihan Kepala Desa dengan Kepala Lembang 
Terkait dengan pemilihan umum kepala desa, mekanisme menurut 
Undang-Undang desa adalah Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan 
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kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 
secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan 
Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia 
pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan 
Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan 
tokoh masyarakat Desa.  
Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas mengadakan penjaringan dan 
penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, 
melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan 
melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 
Mekanisme pemilihan umum Kepala Desa adalah pemilihan langsung 
oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap 
pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Bakal calon Kepala Desa 
yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh 
panitia pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan 
diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat Desa. Calon Kepala Desa dapat melakukan 
kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Setelah melalui proses pemilihan, Calon Kepala Desa yang dinyatakan 
terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Panitia pemilihan 
Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Panitia pemilihan Kepala 
Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan 
Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon 
Kepala Desa terpilih. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala 
Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan calon 
Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala 
Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.36 
Sementara itu lembang dalam pemerintahan desa tana toraja memiliki 
beberapa karakteristik. Dalam sistem pemerintahan Lembang bisa saja 
terdapat perbedaan antara lembang, karena adat-istiadat yang berlaku di 
masing-masing lembang memiliki karakteristik sendiri-sendiri.  Namun struktur 
pemerintahan yang dimiliki terdapat kesamaan antara Lembang yaitu: Kepala 
Lembang (kapala lembang) sebagai pimpinan tertinggi, kapala lembang 
membawahi kepala kampung, dan struktur yang paling bawah adalah saroan 
(atau setingkat RT sekarang).  
Dalam menjalankan tugasnya kapala lembang dibantu sekertaris dan 
kabag urusan seperti ekonomi dan pembangunan. Kapala lembang dipilih dari 
                                                          
36Jika dalam penetapan hasil pemilihan kepala desa terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala 
Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari. 
74 
 
strata sosial tertinggi di masyarakat, biasanya mereka juga orang kaya dan 
berpendidikan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan  pemerintah Belanda 
sebelumnya yang memberi prioritas pada masyarakat strata atas mengecap 
pendidikan. 
Pemilihan Kepala Lembang langsung oleh masyarakat. Setelah didahului 
pencalonan oleh masyarakat menurut kriteria yang ditetapkan. Calon kepala 
lembang harus memenuhi minimal 3 syarat utama yaitu:  bedasarkan keturunan 
(berasal dari strata atas), kekayaan, dan keterampilan/wawasan. Apabila 
dibandingkan dengan syarat pembentukan lembang menurut draft Perda 2001, 
selain 3 syarat di atas syarat lainnya seperti: tingkat pendidikan, dan tidak 
pernah terlibat langsung atau tidak langsung organisasi terlarang. Sementara 
dalam pertemuan Masyarakat Adat se-Toraja, salah seorang peserta (tokoh 
adat) mengusulkan pemilihan kapala lembang ditambah syarat lainnya yaitu: 
bebas narkoba dan tidak main judi. 
Adanya tarik menarik dalam penentuan kriteria pemilihan kapala 
lembang sebenarnya tidak terlepas dari strata sosial yang masih kuat di 
masyarakat Toraja. Sampai saat ini strata sosial terbawah tidak pernah menjadi  
pimpinan di Toraja meskipun orang tersebut berpendidikan tinggi dan kaya. 
Kepala Lembang sangat berwibawah di masyarakatnya. Setiap upacara 
adat yang berlangsung di Lembang selalu dihadiri oleh kapala lembang serta 
aparatnya, mereka selalu duduk ditempat yang paling terhormat, karena 
mereka aparat pemerintahan dan berasal dari strata teratas. Pada kesempatan 
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itu biasanya Kapala Lembang menyampaikan berbagai program lembang. 
Berbeda dengan pemerintah desa, mereka juga hadir dalam berbagai upacara 
adat namun hanya sebagai formalitas saja. 
2. Perbandingan Wewenang Lembang dan Desa 
Pada dasarnya pemerintahan lembang Tana Toraja sama dengan 
pemerintahan desa dalam Undang-Undang Desa. hal tersebut dikarenakan 
Undang-Undang Desa menjamin adanya penyelenggaraan desa adat yang 
pemerintahannya berpegang pada prinsip-prinsip yang ada pada desa, seperti 
pemilihan kepala desa dan lain sebagainya.  
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan 
(bidang) ini kemudian terjabarkan melalui Kewenangan Desa yang meliputi: 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b. kewenangan lokal berskala Desa; 
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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Dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah desa 
harus berdasarkan asas:  
a. kepastian hukum; 
asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; 
asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 
c. tertib kepentingan umum; 
asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 
aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
d. keterbukaan; 
asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
e. proporsionalitas; 
asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
f. profesionalitas; 
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asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
g. akuntabilitas;  
asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
h. efektivitas dan efisiensi;  
asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan 
harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. 
Sedangkan yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat 
sesuai dengan rencana dan tujuan. 
i. kearifan lokal; 
adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan 
harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa 
j. keberagaman; 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh 
mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu: dan 
k. partisipatif. 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan 
kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. 
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Dalam Undang-Undang desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa 
atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa 
atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka Kepala 
Desa berwenang untuk: 
a.  memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d. menetapkan Peraturan Desa; 
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 
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m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Kompleksitasnya tugas kepala desa, maka dalam dalam melaksanakan 
tugas, Kepala Desa berhak untuk:  
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; 
dan 
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 
perangkat Desa. 
Pemerintahan lembang terbagi atas dua perangkat yakni kepala 
lembang dan Badan Perwakilan Lembang. keberadaan perangkat tersebut 
guna menjalankan pemerintahan lembaga adat, yakni: 
a. Membantu Pemerintah Lembang untuk menyelesaikan perselisihan yang 
timbul dari masyarakat. 
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b. Memberikan rekomendasi terhadap upacara adat yang akan 
diselenggarakan. 
c.  memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat. 
Secara khusus kepala lembang memiliki tugas untuk mempertahankan 
dan melindungi Adat istiadat yang ada dan memberikan sanksi adat bagi 
anggota masyarakat yang melanggar norma adat yang berlaku. Kepala 
lembang mewakili lembaga adat Toraja untuk mengangkat dan menetapkan 
pemangku adat atau sebutan nama lainnya sesuai dengan kondisi sosial 
Lembang yang bersangkutan, Membuat dan menetapkan ketentuan tentang 
pelaksanaan upacara adat budaya pada Lembang yang bersangkutan. Kepala 
Lembang juga menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat. 
Dalam hal hubungan dengan pemerintah daerah, pemerintahan lembang 
berkewajiban memfasilitasi dan membina serta mengembangkan adat istiadat 
yang hidup dan tumbuh dlam wilayah Lembang. hal ini dilakukan agar agar adat 
istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan 
ketahanan Nasional dalam wawasan Nusantara. 
Dalam perangkat lembaga adat Toraja, di Lembang terdapat pula Badan 
Permusyarawatan Lembang memiliki fungsi: 
a. Mengayomi yaitu menjaga, melestarikan dan memberdayakan adat istiadat 
yang hidup dan berkembang di Lembang yang bersangkutan sepanjang 
menunjang tatanan kehidupan yang harmonis, dinamis dan menumbuhkan 
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partipasi aktif masyarakat; 
b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Lembang bersama-
sama pemerintah Lembang; 
c. Pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 
lembang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang serta keputusan 
Lembang; 
d. Menampung dan menangani aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi 
yang diterima dari masyarakat kepada pejabat yang berwenang. 
Sementara itu tugasnya untuk mengayomi adat istiadat menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat di lembang dengan memusyawarahkan 
setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Lembang sebelum ditetapkan 
menjadi keputusan Lembang. 
Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja tentang 
Pemerintahan Lembang, Badan Permusyarawatan Lembang (BPL) terdiri dari 
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Lembang dan berfungsi mengayomi 
adat istiadat membuat peraturan Lembang menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap 
pengelenggaraan Pemerintahan Lembang.  
Penyaluran aspirasi masyarakat di lembang dengan memusyawarahkan 
setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Lembang sebelum ditetapkan 
menjadi keputusan Lembang. 
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Badan Perwakilan Lembang dalam melaksanakan fungsinya berhak 
untuk: 
a. memberikan teguran tertulis atau peringatan kepada Pemerintah Lembang 
apabila dipandang tidak sungguh-sungguh melaksanakan Peraturan 
Lembang, melanggar adat istiadat atau peraturan perundang-undangan 
lainnya; 
b. apabila pemerintah Lembang tidak mengindahkan peringatan atau teguran 
tertulis Badan Perwakilan Lembang dapat memanggil Kepala Lembang 
untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut; 
c. bila ternyata Kepala Lembang tidak dapat memprtanggungjawabkan hal 
tersebut, Badan Perwakilan Lembang dapat menolak pertanggungjawaban 
Kepala Lembang. 
d. Jika Kepala Lembang menderita sakit yang cukup lama yaitu lebih dari 6 
bulan, maka Badan Perwakilan Lembang menunjuk seorang pelaksana 
tugas sambil mempersiapkan pemilihan Kepala Lembang yang baru; 
e. Anggota Badan Perwakilan Lembang berhak menerima uang sidang sesuai 
kemampuan keuangan Lembang; 
f. Uang sidang anggota BPL sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan 
setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang; 
g. Anggota Badan Perwakilan Lembang berkewajiban menjaga nama baik 
lembaga dan tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan 
adat setempat; 
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h. Setiap anggota Badan Perwakilan Lembang dilarang mempelopori judi 
sabung ayam dan segala jenis judi lainnya. 
Struktur Pemerintahan Desa yang ada pada Lembang di Tana Toraja 
pada dasarnya untuk menguatkan kembali nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat Tana Toraja. 
Kemudian terkait dengan pemerintahan desa dalam Undang-Undang 
desa, sebagian besar masyarakat menganggap pengelolaan keuangan desa 
selama ini dilakukan tidak transparan. Hampir semua dana yang masuk kas 
desa tidak diketahui pemanfaatannya, karena aparat desa memang tidak 
pernah melaporkan secara terbuka pada masyarakat. Jangankan dana bandes, 
dana yang berasal dari masyarakat (saroan) tidak pernah dipertanggung 
jawabkan pada masyrakat. Hal ini makin mengurangi wibawah pemerintah desa 
di mata masyarakatnya. 
Berbeda dengan sistem pemerintahan lembang dimana pengelolaan 
dikelola dengan transparan. Setiap pemasukan dan pengeluaran dilaporkan 
secara transparan pada setiap acara adat. Media pertemuan seperti itu sangat 
efektif karena biasanya acara adat dihadiri sebagian besar masyarakatnya. 
Pemanfaatan keuangan lembang juga dilakukan sebagaimana mestinya. 
Terjadinya penyalahgunaan merupakan malapetaka bagi pelakunya, bagi 
pelaku terbukti melakukan penyelewengan akan dikenai sanksi hukum adat 
yang berlaku. 
3. Perbandingan Peraturan Desa dan Peraturan Lembang 
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Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyarawatan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Penetapan 
Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang 
dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan 
kepentingan umum, yaitu: 
a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. 
b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik. 
c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban hukum. 
d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa. 
e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, 
antargolongan, serta gender. 
Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yaitu pada 
proses penyusunannya mengikut sertakan partisipasi masyarakat Desa. 
Masyarakat Desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan 
kepada Kepala Desa dan Badan Pemusyarawatan Desa dalam proses 
penyusunan Peraturan Desa 
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Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik (Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 29 Tahun 2006), meliputi : 
1. Kejelasan tujuan; 
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
4. Dapat dilaksanakan; 
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
6. Kejelasan rumusan, dan 
7. Keterbukaan. 
Selanjutnya mengenai materi muatan dalam Peraturan Desa, yaitu : 
1. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam 
rangka penyelengaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat; 
2. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksaan 
Peraturan Desa yang bersifat pengaturan; 
3. Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran 
pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang 
bersifat penetapan; 
4. Materi muatan Peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah 
yang berkembang di desa; 
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5.  Materi Peraturan Desa tidak boleh mengatur urusan pemerintahan 
yang belum diserahkan oleh Kabupaten/kota kepada Desa, dan tidak 
boleh bertentangan dengan : 
a. Kepentingan Umum; 
b. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
Pada intinya Penyusunan Peraturan Desa bukanlah sebuah kegiatan 
yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban oleh 
Kepala Desa dan BPD, melainkan benar-benar untuk menyelesaikan 
permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Peraturan 
Desa sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat harus 
memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri. Pelaksanaan 
hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk 
memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.37 
Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang 
telah ditetapkan, Badan Pemusyarawatan Desa berkewajiban mengingatkan 
dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki. 
Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Pemusyrawatan 
                                                          
37 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo 
Persada: Jakarta, 2010, hlm. 165 
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Desa (BPD). Selain Badan Pemusyarawatan Desa, masyarakat Desa juga 
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif 
terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, 
selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama 
Kepala Desa. 
Selanjutnya penjelasan mengenai peraturan Desa Adat, Menurut pasal 110 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berbunyi: 
 “Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat 
yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
 Maka dari itu Lembang sebagai Desa Adat di Tana Toraja diberikan 
kewenangan untuk membuat peraturannya sendiri sesuai dengan hukum adat 
dan adat istiadat yang berlaku tetapi dengan syarat bahwa peraturan tersebut 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam 
penyusunan Peraturan Lembang dilakukan oleh kepala Lembang dibantu oleh 
perangkat Lembang. Dalam menyusun rancangan peraturan Lembang yang 
menyangkut bidang pembangunan Lembang selain dibantu perangkat 
Lembang Kepala Lembang dapat dibantu oleh Lembaga Ketahanan 
Masyarakat Lembang (LKML). 
Selanjutnya Peraturan Lembang ditetapkan oleh Kepala Lembang 
setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Pemusyarawatan 
Lembang (BPL). Peraturan Lembang tidak memerlukan pengesahan dari Bupati 
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tetapi hanya perlu pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat terkait. 
Peraturan Lembang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah ditanda tangani 
oleh Kepala Lembang dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyarawatan 
Lembang. Pelaksanaan Peraturan Lembang diatur dalam Keputusan Kepala 
Lembang. 
1. MATRIKS 
NO JENIS LEMBANG DESA 
1. Struktur  Pemimpin penyelenggaraan 
Pemerintahan Lembang yaitu Kepala 
Lembang, dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya Kepala Lembang 
dibantu oleh Perangkat Lembang yaitu  
a. Sekretaris Lembang 
b. Kepala Urusan 
 ( Pemerintahan, Pembangunan dan  
Kemasyarakatan). 
c. Kepala Kampong.  
Dalam Pemerintahan Lembang 
terdapat lembaga Badan 
Permusyarawatan Lembang (BPL), 
yang berfungsi untuk menetapkan 
peraturan Lembang bersama Kepala 
Lembang, menampung dan  
menyalurkan aspirasi masyarakat, 
mengayomi adat istiadat dan 
melaksanakan pengawasan terhadap 
pengelenggaraan Pemerintahan 
Lembang. 
Pemimpin penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yaitu 
Kepala Desa, dalam 
melaksanakan tugas dan 
wewenangnya Kepala Desa 
dibantu oleh Perangkat Desa 
yaitu : 
a. Sekretariat Desa. 
b. Pelaksana Kewilayahan. 
c. Pelaksana Teknis. 
Dalam Pemerintahan Desa 
terdapat lembaga Desa yaitu 
Badan Permusyarawatan Desa 
(BPD) yang berfungsi untuk 
menyalurkan aspirasi 
masyarakat, merencanakan 
APBDes, dan mengawasi 
pemerintahan desa. 
2. Pemilihan 
Kepala 
Desa 
Calon Kepala Lembang harus memiliki 
3 (tiga) syarat utama, yaitu : 
a. Keturunan (strata atas). 
b. Kekayaan 
Setiap orang berhak 
mencalonkan tanpa persyaratan 
khusus yakni “keturunan”. 
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c. Keterampilan/wawasan 
3.  Wewenang Kepala Lembang memiliki tugas untuk 
mempertahankan dan melindungi Adat 
istiadat yang ada dan memberikan 
sanksi adat bagi anggota masyarakat 
yang melanggar norma adat yang 
berlaku 
Kewenangan kepala desa 
meliputi bidang 
penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa 
4.  Peraturan 
Desa 
Peraturan Lembang ditetapkan oleh 
Kepala Lembang setelah dibahas dan 
disepakati bersama oleh Badan 
Pemusyarawatan Lembang (BPL). 
Peraturan Lembang tidak memerlukan 
pengesahan dari Bupati tetapi hanya 
perlu pemberitahuan kepada Bupati 
melalui Camat terkait. Pelaksanaan 
Peraturan Lembang diatur dalam 
Keputusan Kepala Lembang. Dalam 
pembuatan peraturan Lembang harus 
sesuai dengan hukum adat dan adat 
istiadat yang berlaku tetapi dengan 
syarat bahwa peraturan tersebut juga 
tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Peraturan Desa ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas 
dan disepakati bersama Badan 
Permusyarawatan Desa, yang 
dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi desa. 
Peraturan ini berlaku di wilayah 
desa tertentu. Penetapan 
Peraturan Desa merupakan 
penjabaran atas berbagai 
kewenangan yang dimiliki desa 
mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Sebagai 
sebuah produk hukum, 
Peraturan Desa tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi dan tidak boleh 
merugikan kepentingan umum. 
5. Sanksi Kepala Lembang dapat memberikan 
sanksi adat bagi anggota 
masyarakatnya, salah satu contoh 
sanksi adatnya yaitu memotong babi 1 
ekor yang disaksikan secara bersama-
sama oleh masyarakat, kemudian babi 
tersebut di makan bersama oleh 
masyarakat Lembang. 
Kepala Desa tidak memiliki 
kewenangan untuk memberikan 
sanksi kepada masyarakat yang 
melanggar peraturan desanya. 
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B. Implikasi Yuridis Keberlakuan Undang-Undang Desa Terhadap   
Kedudukan Lembang sebagai Desa Adat. 
Pada dasarnya Kedudukan Lembaga Adat adalah merupakan wadah 
untuk menghimpun segala potensi adat Istiadat yang hidup dan tumbuh dalam 
masyarakat untuk digali dan dikembangkan. Paradigma yang dibangun terkait 
Mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat 
tumbuh dan berkembang berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat dan 
senantiasa bersifat dinamis seirama dengan tingkat kemajuan pembangunan. 
 Namun mekanisme tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila 
dan UUD 1945. Oleh karena itu, sistem hukum nasional dibentuk demi 
menjamin arah penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai philosophy 
grondslag merupakan nilai yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap adat istiadat 
demi menjamin kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sistem pemerintah di Toraja mengalami perubahan sesuai 
perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Meskipun sistem 
pemerintahan selalu berubah namun masyarakat masih memegang teguh adat-
istiadatnya, seperti upacara adat rambu solo dan rambu tuka’ yang masih bisa 
dilihat di masyarakat Toraja. Tetapi peranan adat dalam sistem pemerintah 
terus mengalami penurunan, puncaknya ketika sistem pemerintahan desa 
diberlakukan pada tahun 1979 (UU No 5 Tahun 79). 
Sejak saat itu kegiatan adat dan hukum adat terpisah dari sistem 
pemerintahan desa. Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang diharapkan dapat 
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mengakomodasikan kepentingan adat di desa tidak berfungsi, karena mereka 
yang duduk di LMD dianggap tidak mewakili adat, meski pun mereka yang 
duduk di LMD adalah tokoh-tokoh adat. Masyarakat adat menganggap lembaga 
tersebut bukan representasi mereka. Sebaliknya aparat desa (kades/lurah) 
tidak banyak melibatkan tokoh-tokoh adat dalam berbagai program desa, para 
tokoh adat baru dilibatkan jika program desa membutuhkan swadaya 
masyarakat.       
 Perkembangan sistem pemerintahan di masyarakat Toraja mengalami 
perkembangan yang cukup lama seiring dengan adat yang berlaku di 
masyarakatnya. Sebelum adanya pemerintahan desa seperti sekarang ini, 
masyarakat di Toraja telah menganut sistem pemerintahan adat dan hukum 
adat.  
  Pada saat itu masyarakat beranggapan bahwa pemerintahan yang 
berlaku adalah bagian dari adat dan hukum adat, demikian pula sebaliknya, 
sehingga antara keduanya saling terkait. 
 Pada dasarnya sistem pemrintahan adat dapat dikelompokkan menjadi 
dua bagian yaitu: sistem pemerintah tanpa campur tangan pihak luar (pure 
system) dan sistem pemerintahan adanya campur tangan pihak luar. Pada 
zaman Belanda belum menduduki Tana Toraja, sistem pemerintahan yang 
berlaku di masyarakat adalah sistem pemerintahan adat. Setiap wilayah adat 
memiliki struktur pemerintahan sendiri-sendiri. Sebagai contoh di wilayah adat 
Nanggala dan wilayah adat Kurra. Wilayah adat Nanggala, pemerintahannya 
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dipimpin oleh dua orang (to dua) dan pemerintahan ini di bagi lagi dalam 
wilayah-wilayah kecil yang disebut Karopik yang dipimpin oleh To parenge’. (To 
dua) ini dipilih dari To parenge’ yang ada di wilayah tersebut yang dianggap 
paling berpengaruh di wilayah tersebut.  
To parenge’ merupakan pimimpin atau kepala dari sebuah Tongkonan 
yang berperan dalam mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat agar 
tercipta masyarakat yang menghormati satu sama lain yang dilandaskan pada 
aturan adat yang ada sejak dahulu kala. Tongkonan yang dikepalai oleh To 
parenge’ hadir sebagai hakim pendamai dalam menyelesaikan masalah yang 
terjadi dalam masyarakat adat serta memperbaiki hubungan keluarga yang 
renggang sebagai akibat dari perselisihan tersebut.38 
 Di bawah Karopik ada pembagian tugas pemerintahan yang disebut 
Saroan dengan tugas-tugas sebagai berikut: Topasang: menentukan batas 
wilayah dan menyelesaikan konflik tentang batas wilayah. Tosikuku : yang 
menentukan waktu tanam padi dan mengumpul pajak atas pertanian tersebut 
sebesar 3 %. Secara keseluruhan To Dua merupakan pengambil keputusan 
paling tinggi.   
 Sementara di Kurra, sistem pemerintahan lebih sederhana lagi, yaitu: 
tominaa sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi yaitu sebagai 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan tugasnya tominaa 
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seringkali meminta pendapat tokoh adat lainnya (khususnya dalam masalah 
hukum).   
 Pada Zaman Belanda, sistem ini tidak diakui oleh pemerintah yang 
dibentuk, sehingga Belanda hanya memakai satu struktur distrik yang mewakili 
pemerintah belanda di satu wilayah adat. Walaupun demikian fungsi-fungsi 
institusi adat di atas nya tetap diakui oleh masyarakat sebagai pengambil 
keputusan yang menyangkut konflik-konflik masyarakt yang tejadi serta 
keputusan-keputusan tentang suatu acara adat. 
 Pada jaman pemerintahan orde lama (1961), distrik-distrik tersebut 
dirubah namanya menjadi lembang dengan sistem pemerintahan yang sama. 
Pada zaman Orde baru, lembang-lembang tersebut dihilangkan dan dipecah-
pecah menjadi desa-desa. Dari 32 lembang yang ada, saat ini telah dipecah 
menjadi 302 desa. Dengan dikeluarkannya UU no 22 tahun 1999, masyarakat 
telah menuntut untuk nama desa dikembalikan lagi menjadi Lembang dan 
desa-desa yang berasal dari satu lembang dipersatukan kembali. Karena 
wilayah adat yang dipecah-pecah menjadi desa-desa, sangat banyak 
mempengaruhi tatanan budaya adat di masyarakat.  
 Mereka tidak mengikuti aturan adat yang berlaku di lembaga adat 
mereka karena masyarakat merasa desa mereka sudah berpisah sehingga 
merasa tidak perlu untuk mengikuti aturan adat dari desa induknya. Padahal 
dalam adat Toraja, jika ada acara Rambu Solo di satu wilayah adat, maka 
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dalam wilayah adat tersebut tidak boleh ada yang mengadakan acara Rambu 
Tuka’ dalam waktu yang bersamaan. Karena wilayah adatnya sudah dibagi-
bagi dalam desa sehingga masyarakat banyak yang melanggar aturan tersebut 
karena merasa tidak berada dalam satu wilayah adat yang sama lagi. 
Melalui instrument baru, yakni Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, Undang-Undang tersebut mengatur mengenai kelembagaan Desa/Desa 
Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas 
Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, 
Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.  
Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan 
kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama 
lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan 
tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin 
masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang 
Kepala Desa/Desa Adat adalah: 
a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal; 
b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah 
Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat; 
c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh 
masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan 
mekanisme lokal; dan 
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d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak 
menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang 
menjadi pengurus partai politik. 
Sehingga implikasi hukum keberlakukan Undang-Undang desa pada 
dasarnya tetap menjamin adanya pemerintahan desa, termasuk Lembang di 
Tana Toraja. Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. 
Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat 
yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. 
 Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum 
adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta 
berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan 
berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat 
istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra 
Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan 
masyarakat Desa. 
Penetapan Desa Adat memenuhi syarat: 
a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara 
nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun 
yang bersifat fungsional; 
b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 
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dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 
c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup 
harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan 
unsur adanya: 
a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam 
kelompok; 
b. Pranata pemerintahan adat; 
c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau 
d. Perangkat norma hukum adat. 
Sistem hubungan kekeluargaan orang Toraja di dominasi oleh kelompok 
di kekerabatan yang disebut Marapuan atau Parapuan yang berorientasi 
kepada satu kakek moyang pendiri Tongkonan, yaitu rumah komunal sekaligus 
menjadi pusat kekerabatan dan kehidupan sosial serta religi para anggotanya.  
Kelompok Marapuan terdiri atas kerabat dari 3-5 generasi.  Karena orang 
Toraja menganut pola kekerabatan yang bilateral sifatnya, maka seseorang 
bisa menjadi anggota dari beberapa buah Tongkonan. 
Sebelum memeluk agama Kristen dan Islam orang Toraja menganut 
sistem kepercayaan yang disebut Aluk Todolo, yaitu religi lama yang terpusat 
pada tiga aspek.  Pertama pemujaan kepada tokoh pencipta yang disebut 
Puang Matua, ke dua pemujaan kepada Deata-Deata (dewa pemelihara), dan 
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yang ke tiga yaitu pemujaan kepada roh-roh kakek moyang yang disebut 
Tomebali Puang, yang dianggap memberi berkah dan pelindung kepada 
keturunannya. 
Sistem religi lama itu terutama terwujud dalam konsep mereka tentang 
kematian dan upacara-upacara sekitar kematian. Upacara kematian merupakan 
suatu moment yang sakral, umumnya upacara kematian dilaksanakan dengan 
segala daya upaya, dengan maksud sebagai suatu penghormatan, yang 
kadang-kadang pengorbanan dari segi material dalam pelaksanaan upacara 
tersebut melebihi upacara adat lainnya seperti perkawinan dan upacara lainnya.  
Kebiasaan tersebut memberikan indikasi bahwa penghormatan terhadap 
leluhur merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Toraja.  Indikasi lain 
bahwa masyarakat Toraja menjunjung tinggi adat-istiadat, yaitu dapat dilihat  
dari kegiatan upacara adat yang sering dilaksanakan seperti upacara sehabis 
panen hasil pertanian, arsitektur rumah penduduk, yang pada umumnya masih 
dipenuhi dengan simbol-simbol budaya, tenunan sarung, ukiran-ukiran dan lain 
sebagainya. 
Masyarakat Toraja juga masih kuat menganut sistem strata sosial dalam 
kehidupan mereka yang dapat di bagi atas empat (4) kelompok : 
1. Di bagian barat Toraja, strata sosial mereka dibagai dalam tiga 
golongan. Masing-masing bergelar Maddika untuk golongan teratas, lalu 
Toparenge’ untuk golongan menengah, selanjutnya Ambe untuk 
golongan biasa. 
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2. Di bagian tengah Toraja, strata sosial mereka terbagai dalam dua 
golongan yaitu golongan Toparenge’ sebagai golongan teratas (walau 
ada juga yang bergelar sakkangbayo sebagai golongan teratas) dan 
Ambe sebagai golongan terbawah. 
3. Di bagian Utara, malah hanya terdiri dari satu golongan dengan gelar 
Ambe’ untuk semua kepala kampung. 
4. Sementara di bagian selatan (Tallu Lembangna), mereka membaginya 
dalam tiga golongan masing-masing Puang sebagai golongan teratas, 
disusul Toparenge’ dan Ambe’. 
 Kendati terkesan ada perbedaan di antara mereka, namun secara umum 
strata sosial masyarakat Toraja terbagi dalam empat golongan. Golongan 
teratas disebut Tana’ Bulaan atau Tokapua, atau biasa disebut Tosugi  (orang 
kaya).  
 Mereka ini adalah golongan rulling class dalam masyarakat Toraja 
mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Yang termasuk dalam 
golongan ini adalah kaum bangsawan, pemimpin adat, dan tokoh masyarakat. 
Golongan kedua adalah Tana’Bassi atau Tomakaka yaitu golongan 
menengah dari masyarakat Toraja. Golongan ini erat hubungannya dengan 
golongan Tokapua. Golongan ketiga, Tana’Karurung atau Tobuda, adalah 
golongan masyarakat kebanyakan dan menjadi tulang punggung masyarakat 
Toraja. Golongan keempat, Tana’ Kua-Kua, adalah golongan abdi.  Golongan 
ini, dari leluhur hingga anak cucu, mengabdi pada golongan Tana’Bulaan. 
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Walaupun penggolongan itu tidak tertulis, namun dalam penerapannya 
tetap dipatuhi dan dihormati masyarakat Toraja, hingga sekarang. Namun dari 
empat suku yang ada di Toraja, hanya di Tallu Lembangna yang mempunyai 
cara tersendiri untuk memilih pemimpin mereka. Hal ini dikarenakan hanya 
Tallu Lembangna sajalah yang menerapkan sistem pemerintahan kerajaan.  
Berangkat dari strata sosial yang terbentuk tersebut, turut berpengaruh 
terhadap pola kepemimpinan yang berkembang di masyarakat. Kasus ini 
nampak terlihat, pada pola tindak masyarakat. Masyarakat pada umumnya 
sangat tergantung dengan keberadaan orang-orang yang “dituakan”, tokoh 
masyarakat yang menjadi pimpinan mereka. 
Kemudian Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai 
karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa 
Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang 
berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat 
terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan 
kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. 
Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi 
kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turunte-murun yang 
tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar 
dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya 
lokal.  
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Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal 
usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah 
masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang 
secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk 
atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. 
Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan 
tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis 
dengan teritorial. Yang diatur dalam UndangUndang ini adalah kesatuan 
masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan 
teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang 
ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (local self 
government) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang 
jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah 
satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan 
bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. 
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Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, 
Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara 
Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan 
“Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di 
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap 
sebagai daerah yang bersifat istimewa. 
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah 
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah 
itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, 
keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan 
hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan 
nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding 
fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. 
Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat 
homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan 
pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum 
dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. 
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Undang-Undang desa disusun dengan semangat penerapan amanat 
konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan 
Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan 
masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan 
konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self 
government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini 
merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan 
Desa Adat.  
Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir 
sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, 
terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan 
pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman 
dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan 
pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi 
pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi 
dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa 
dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan 
perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang 
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efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan 
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Menteri yang 
menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedududukan ini 
Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan 
fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 
Karena adanya jaminan pemerintahan desa adat melalui undang-undang 
desa, maka implikasi hukum yang dapat timbul juga adalah dengan 
Pemerintahan Lembang berarti sistem pemerintahan mengacu pada adat-
istiadat dan hukum adat yang berlaku. Hal ini baik untuk mempertahankan nilai-
nilai adat, namun perlu juga ke depan adanya perkembangan budaya yang 
tetap menghormati masyarakat urban yang heterogen.  
Kemudian terkait implikasi hukum yang dapat berakibat terjadinya konflik 
harus segera membangun nilai-nilai pancasilais, misalnya saja, nilai demokratis 
yang terdapat dalam prinsip bernegara. Secara umum implementasi nilai-nilai 
demokrasi di wilayah adat antara satu dengan yang lainnya relatif sama. 
Walaupun dalam satu wilayah adat masing-masing memiliki aturan (sistem) 
pemerintahan dalam lembaga berbeda yang berdasarkan hasil kesepakatan 
diantara mereka. 
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Penerapan nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dari cara masyarakat Toraja 
disetiap wilayah adat (pemerintahan) untuk memilih pemimpinnya dalam 
memimpin lembaga.  Misalnya, pemimpin yang akan mereka pilih dikumpulkan 
sampai beberapa orang (lebih dari satu orang) dari kalangan bangsawan 
(dianggap/disepakati masyarakat) sebagai yang berhak memimpin mereka. 
Dari beberapa bangsawan tersebut diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria 
tertentu yang telah dibuat dan disepakati masyarakat melalui para pemangku 
adat (arruan). Bahkan perempuan boleh dicalonkan dan dapat menjadi 
pemimpin. 
Pemimpin yang terpilih dari hasil seleksi di atas, walaupun 
kekuasaaannya cukup besar tetapi tidak dengan semena-mena memimpin, 
segala kebijakannya harus dimusyawarahkan dan disetujui masyarakat melalui 
para pemangku adat yang dilakukan di kombongan39 (tempat 
musyawarah/rapat) 
Nilai-nilai demokrasi dapat pula dilihat dalam sistem pemerintahan 
mereka, dimana posisi pemimpin bukanlah segala-galanya karena tetap 
diposisikan para pemangku adat sebagi tempat untuk mendiskusikan 
(musyawarah) segala persoalan masyarakat termasuk setiap kebijakan yang 
akan dilaksanakan. Bahkan dalam upacara-upacara besar masyarakat 
                                                          
39 Istilah kombongan berati  kebersamaan.  Dalam masyarakat Toraja kegiatan yang 
menyangkut kepentingan oang banyak dilakukan besama-sama,  pada pesta adat dan kegiatan 
sosial lainnya sepeti pembuatan jalan, pebaikan rumah ibadah, pekerjaan sawah, atau 
perbaikan sekolah.  Semua biaya, sebisa mungkin juga ditanggung bersama. 
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dilibatkan dari seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah 
adatnya/pemerintahan. 
Bagi suku Toraja, pemimpin dituntut mempunyai jiwa kepemimpinan dan 
berkharisma, sebab dengan bekal itu dia akan dihormati oleh rakyatnya. Dia 
harus kaya, karena dengan kekayaannya dia dapat membangun negerinya. Dia 
harus pula dermawan, karena tidak semua orang berkecukupan. Seorang 
pemimpin juga tidak akan suka mengambil hak orang lain, terutama milik 
rakyatnya, karena tindakan itu akan melukai hati rakyatnya. Disamping itu 
seorang pemimpin juga harus mampu menempatkan dirinya pada berbagai 
golongan, sebab yang dipimpin tidak berasal dari satu latar belakang. Ia juga 
harus mengayomi  rakyatnya dan bertindak rendah hati ketika berhadapan 
dengan mereka, karena secara hakiki ia sama saja dengan rakyat yang 
dipimpinnya.  Selain itu, ia harus berpendidikan dan berwawasan, supaya ia 
mampu membangun dan mengatur negerinya dengan baik.  
Nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dalam penerapan kebijakan ekonomi 
mereka. Masyarakat diberikan keleluasaan yang sangat besar dalam mengelola 
SDA-nya, termasuk setiap pendatang yang masuk dalam wilayah mereka. Hal 
tersebut dikenal dengan falsafah “urretog kayunna, ungkalette utanna, 
ungtimba wainna di pantanammi padangna, asal upoada ada’na” artinya 
“siapa pun yang masuk dalam wilayah ini dia berhak untuk mengambil kayunya, 
mengelola hutannya, mengambil airnya, menanami ladangnya, yang penting 
mengikuti aturan-aturan adatnya”.  
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Kemudian implikasi yang timbul akibat keberlakuan Undang-Undang 
desa adalah pimpinan pemerintahan tidak lagi berasal dari tokoh-tokoh adat 
yang disegani masyarakat. Meskipun mereka merupakan tokoh adat dan 
berasal dari strata sosial atas. Sebagian besar Kepala Desa (Kades) dan aparat 
desa terpilih kurang memahami adat-istiadat daerahnya.  Akibatnya, berbagai 
persoalan yang terjadi dimasyarakat diselesaikan tidak lagi melalui hukum adat, 
sebagian besar permasalahan diselesaikan melalui hukum nasional. Meskipun 
demikian dimasyarakat masih ada yang menggunakan hukum adat sebagai 
alternatif penyelesaian masalah, tetapi hanya bersifat kekeluargaan. 
Dari hasil pertemuan Masyarakat Adat se-Toraja, berdasarkan penuturan 
tokoh-tokoh adat, terungkap bahwa hukum adat masih berlaku dimasyarakat 
tapi sifatnya gradual, ada yang masih berlaku banyak ada yang sudah sedikit. 
Menurut Hulia Salurapa (tokoh masyarakat dari Nanggala) lunturnya hukum 
adat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu: intervensi pemerintah, intervensi agama, 
ideologi globalisasi, dan malongko (apatisme/sungkan). 
Dengan beralihnya hukum adat ke hukum nasional banyak 
permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena tidak diakomodasi oleh 
hukum nasional.  Sementara itu biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar 
dibandingkan yang diperkarakan, dan waktu yang dibutuhkan terlalu lama.  
Contoh kasus rumah tongkonan (rumah adat) di Kurra, pada saat 
dilakukan syukuran (rambu tuka’) atas selesainya rumah adat tersebut. Salah 
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seorang anggota keluarga (dari pihak istri) dibawakan babi dari keluarga ibu-
nya, mereka berasal dari Lembang tetangga, namun ditolak dengan alasan 
bahwa rumah tongkonan tersebut dibangun dari keluarga besar bapak-nya 
(bukan dari keluarga ibu-nya). Atas penolakan itu pihak keluarga perempuan 
memperkarakan keluarga tersebut dengan membawah polisi dan tentara, 
dengan alasan mereka tidak diakui sebagai anggota tongkonan. Pada saat itu 
juga (setelah selesai ibadah syukuran) dibicarakan melalui musyawarah adat, 
hasilnya persoalan itu dapat diselesaikan, tanpa melibatkan aparat keamanan 
yang hadir pada saat itu.  
Karena menurut pendapat Peter Pata Sumbung Tongkonan ini mula-
mula didirikan oleh penguasa dalam wilayah tertentu untuk menjalankan suatu 
aturan yang berlaku dalam masyarakat adat.40 Maka dari itu hal yang wajar 
apabila terjadi penolakan karena wilayah adat mereka berbeda satu sama lain, 
karena salah satu pihak yang di tolak berasal dari Lembang tetangga sehingga 
dapat dikatakan mereka bukan berasal dari rumah Tongkonan yang telah 
dibangun tersebut. 
 Akan berbeda hasilnya bilamana masalah adat di atas ditangani oleh 
hukum nasional. Karena masalah di atas adalah masalah keluarga besar yang 
melibatkan banyak orang yaitu keluarga di desa maupun dari luar desa, bahkan 
keluarga yang tinggal diperantauan. Masalah seperti di atas tidak hanya terjadi 
                                                          
40 Peter Pata Sumbung, Toraja Tallu Lembangna, Keluarga Besar Tallu Lembangna 
Jabodetabek: Jakarta, 2010, hlm. 51. 
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pada rumah tongkonan tetapi banyak juga ditemukaan pada tanah ulayat 
(tanah tongkonan). 
Dalam penerapan hukum adat pada umumnya disetiap wilayah dalam 
satu pemerintahan lembaga relatif sama. Hal tersebut dapat dapat dilihat dalam 
kebijakan hukum yang ditetapkan dalam masyarakat melalui beberapa tahap 
sebagai berikut: dipakilala (peringatan), tahap pertama tersangka diperingati 
oleh tokoh adat jika kasusnya tidak terlalu berat; rambulangi, selanjutnya bila 
masih melanggar maka yang bersangkutan dihukum potong babi sebagai 
sumpah atas kesalahan yang diperbuatnya, banyaknya babi yang dipotong 
sesuai tingkat kesalahannya; diali, keputusan terakhir diambil dengan mengusir 
dari wilayah/daerah tersebut. Kebijakan hukum diali diberlakukan bagi 
masyarakat bahkan terhadap pimpinan. 
Proses penyelesaian masalah dengan hukum adat berlangsung secara 
struktural. Prosesnya dimulai dari bawah, jika tidak mampu diselesaikan maka 
dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, apabila tidak mampu diselesaikan dengan 
hukum adat barulah diserahkan pada hukum nasional. Menurut informasi yang 
diperoleh dari tokoh-tokoh adat hampir semua masalah dapat diselesaikan 
melalui hukum adat. Namun, ada beberapa kasus tertentu yang prosesnya 
tidak lagi melalui hukum adat tetapi langsung ditangani kepolisian seperti 
pembunuhan. 
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Berkaitan dengan otonomi daerah, terdapat keinginan dari masyarakat 
dan tokoh-tokoh adat untuk membangkitkan lagi hukum adat bersamaan 
dengan dibentuknya Pemerintah Lembang. Berdasarkan pengalaman yang lalu, 
terdapat banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum 
nasional. Jadi keberadaan hukum adat sebenarnya mendukung hukum 
nasional, selama kedua hukum itu tidak bertentangan. Demikian berbagai 
permasalahan yang ada (khususnya menyangkut adat) diselesaikan melalui 
hukum adat, sehingga berbagai permasalahan yang ada dapat diselesaikan 
menurut porsinya.   
2. MATRIKS 
NO JENIS SEBELUM BERLAKUNYA 
UU DESA 
SETELAH BERLAKUNYA UU 
DESA 
1.  Kedudukan 
Lembang 
sebelum 
dan setelah 
keberlakuan 
UU Desa 
Setelah diamandemennya 
Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 termasuk Pasal 
18, maka keberadaan 
Undang-undang Nomor 22 
tahun 1999 diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
secara jelas dan tegas 
memuat substansi 
mengenai pengakuan dan 
pengormatan terhadap 
UU Desa ini disusun dengan 
semangat penerapan amanat 
konstitusi, yaitu pengaturan 
masyarakat hukum adat sesuai 
dengan ketentuan Pasal 18 B ayat 
(2) yang mengatur mengenai  
pengakuan keberadaan kesatuan 
masyarakat adat, hal ini terpisah 
dari pengaturan mengenai 
pembagian wilayah Indonesia 
berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 
1945 Berdasarkan pengaturan 
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 
tersebut, maka dapat dikatakan 
kedudukan desa berada diluar 
susunan NKRI yang hanya dibagi-
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Desa. Pasal 1 angka 12 
menyatakan bahwa, Desa 
atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya 
disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pemerintahan 
desa diatur dalam Pasal 200 
ayat (1) yang menyatakan 
bahwa, dalam pemerintahan 
daerah kabupaten/kota 
dibentuk pemerintahan desa 
yang terdiri dari pemerintah 
desa dan badan 
permusyawaratan desa. 
Kedudukan desa di dalam 
Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang 
pemerintahan Daerah 
adalah sebagai kesatuan 
masyarakat hukum adat, hal 
tersebut sesuai dengan 
Pasal 18 huruf (b) ayat 2 
UUD 1945. Akan tetapi, 
Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah 
menempatkan 
bagi atas daerah provinsi dan 
daerah provinsi dibagi atas daerah 
kabupaten/kota. Artinya, desa diakui 
kemandiriannya berdasarkan hak 
asal usulnya sehingga dibiarkan 
untuk tumbuh dan berkembang 
diluar susunan struktur Negara. 
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa dipahami 
bahwa Desa terdiri atas Desa dan 
Desa adat. Kemudian pada pasal 5 
UU Desa dinyatakan bahwa, Desa 
berkedudukan di wilayah 
Kabupaten/Kota. Berdasarkan UU 
Desa maka pemerintah Desa 
secara administratif berada dibawah 
pemerintahan Kabupaten/Kota 
(local self government). Namun 
tetap memiliki hak dan kewenangan 
khusus untuk mengurus urusan 
masyarakat sesuai dengan hak 
asal-usul dan adat istiadat yang 
masih hidup (self governing 
community). Selanjutnya didalam 
penjelasan umum angka 2 huruf (b) 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa, 
ketentuan dalam pasal 5 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang 
menyatakan bahwa desa 
berkedudukan di wilayah 
Kabupaten/kota tersebut diperkuat 
dengan asas rekognisi yaitu 
pengakuan terhadap hak asal usul, 
dalam hal ini berarti desa diakui 
keberadaannya oleh negara 
sebagai suatu organisasi 
111 
 
pemerintahan desa di 
bawah kabupaten/kota. 
Walaupun dalam Undang-
Undang ini menegaskan 
tentang hak Desa untuk 
mengurus urusanya sendiri 
sesuai dengan asal usul dan 
adat istiadat, tetapi 
implementasi pelaksanaan 
hak itu tidak diatur dengan 
jelas. Pada ahirnya 
penempatan pemerintahan 
desa di bawah 
kabupaten/kota berarti desa 
menjadi bawahan 
kabupaten/kota dalam 
hubungan pemerintahan.  
 
 
 
 
pemerintahan yang sudah ada dan 
dilakukan dalam kesatuan 
masyarakat adat sebelum lahirnya 
NKRI. Penjelasan tersebut 
menunjukan bahwa sebagai 
kesatuan masyarakat adat, desa 
adat diakui keberadaannya oleh 
Negara sebagai satuan 
pemerintahan yang paling kecil dan 
terlibat bagi terbentuknya Negara. 
Maka dari itu kesatuan masyarakat  
hukum atau sebutan nama lainya 
berhak atas segala perlakuan dan 
diberi kesempatan berkembang 
sebagai subsistem NKRI, dengan 
tetap berada pada prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dalam perbandingan Lembang dengan Desa terkait pemilihan kepala 
desa, adanya syarat khusus dari masyarakat Tana Toraja mengenai 
calon kepala Lembang yaitu harus berdasarkan keturunan (berasal dari 
strata atas) penentuan kriteria pemilihan kapala Lembang sebenarnya 
tidak terlepas dari strata sosial yang masih kuat di masyarakat Toraja. 
Sampai saat ini strata sosial bawah tidak pernah menjadi pimpinan di 
Toraja. Selanjutnya pada perbandingan wewenangnya yaitu Kepala 
Lembang secara khusus memiliki kewenangan untuk mempertahankan 
dan melindungi adat istiadat yang ada dan memberikan sanksi adat bagi 
anggota masyarakat yang melanggar norma adat yang berlaku. 
Kemudian perbandingan dari peraturan desanya Lembang sebagai Desa 
Adat di Tana Toraja dalam pembuatan peraturan desanya harus sesuai 
dengan hukum adat dan adat istiadat yang berlaku tetapi dengan syarat 
bahwa peraturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. Struktur Pemerintahan Desa yang ada 
pada Lembang di Tana Toraja pada dasarnya bertujuan untuk 
menguatkan kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Tana 
Toraja. 
2. Implikasi hukum keberlakukan UU Desa, kedudukan Desa Adat dalam 
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UU Desa secara administratif berada dibawah pemerintahan 
Kabupaten/Kota. Namun tetap tetap memiliki hak dan kewenangan 
khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul 
dan adat istiadat yang masih hidup. Hal ini Diperkuat dengan adanya 
asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, dengan ini Desa 
Adat diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan 
yang paling kecil. Dalam eksistensi Lembang sebagai pemerintahan 
Desa Adat, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan 
hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta 
berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan 
berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desanya berkaitan 
dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembang sebagai 
Desa Adat diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem NKRI, 
sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tetap berada pada 
prinsip NKRI.  
B. Saran 
1. Masyarakat hukum adat dalam perkembangannya semestinya lebih terbuka 
(dengan standar kompetitif) terhadap perkembangan budaya, yang mana 
dengan adanya perpindahan penduduk, maka potensi terjadinya asimilasi 
kebudayaan sangat besar. 
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2. Adanya pemerintahan Desa Adat, jangan dilihat sebagai satu pemerintahan 
tersendiri, namun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sehingga sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa (Adat) 
tetap sejalan dengan marwah Negara kesatuan itu sendiri. 
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